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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 menunjukkan hasil yang 

sangat baik. Seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja maupun Revisi Perjanjian Kinerja berhasil tercapai dan sebagian besar 

melampaui target. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara, peningkatan 

kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola manajemen peradilan yang didukung 

oleh pemanfaatan teknologi informasi, penguatan integritas aparatur, dan disiplin dalam 

pengelolaan anggaran. 

 

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, 

dan Modern” menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Persentase penyelesaian perkara 

perdata, pidana, dan tipikor secara tepat waktu mencapai 100 persen dan melampaui target 

yang ditetapkan. Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju juga terlaksana 

tepat waktu secara konsisten. Seluruh putusan telah diunggah ke direktori putusan sesuai 

ketentuan, serta pemanfaatan aplikasi e-Court dan e-Berpadu terus meningkat. 

 

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” tercermin 

dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang melampaui target. Nilai kepuasan pengguna 

layanan berada di atas standar yang ditetapkan, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada 

Pengadilan Tinggi Manado telah dirasakan secara nyata oleh para pengguna layanan. 

 

Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” 

juga menunjukkan hasil yang positif. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 

Pengadilan Tinggi Manado berada dalam kategori Sedang, sebuah awal yang baik, masih ada 

ruang pertumbuhan khususnya pada aspek kompetensi, untuk mencapai IP ASN kategori 

tinggi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berada pada kategori sangat baik, yang 

menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan. 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta Indeks Pengelolaan Aset juga tercapai sesuai 

target, menandakan bahwa tata kelola sumber daya mendukung pencapaian kinerja 

organisasi secara berkelanjutan. 
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Berikut dipaparkan rincian capaian indikator kinerja utama sebagai wujud transparansi dan 

komitmen Pengadilan Tinggi Manado kepada publik: 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya 

peradilan yang 

efektif transparan, 

akuntabel, 

responsif dan 

modern 

1.1. Persentase penyelesaian perkara 

secara tepat waktu 

96% 100% 104,17% 

1.2. Persentase pengiriman salinan 

putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju 

98% 100% 102,04% 

1.3. Persentase putusan pengadilan 

yang diunggah pada direktori 

putusan 

97% 100% 103,09% 

1.4. Persentase perkara perdata pada 

tingkat banding yang 

menggunakan 

e-Court 

97% 99,52% 102,60% 

1.5. Persentase perkara pidana pada 

tingkat banding yang 

menggunakan e-Berpadu 

77% 78,36% 101,77% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 1) 102,73% 

2 Meningkatnya 

tingkat keyakinan 

dan kepercayaan 

publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna 

layanan pengadilan berdasarkan 

standar layanan yang ditetapkan 

3,6 3,87 107,43% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 2) 107,43% 

3 Terwujudnya 

manajemen 

peradilan yang 

transparan dan 

profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara (IP ASN) Satuan 

Kerja Pengadilan 

71 77,33 108,92% 

3.2. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

95 100 105,26% 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan 

Anggaran 

78 95,75 122,75% 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset 

(IPA) Satuan Kerja Pengadilan 

3 3,68 122,67% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 3) 114,90% 

Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran 108.35% 
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A .  L A T A R  B E L A K A N G  

Pengadilan Tinggi Manado adalah peradilan di lingkungan Peradilan Umum, sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara 

yang diajukan upaya hukum banding dari Pengadilan Negeri di Sulawesi Utara. Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Manado meliputi seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara yang 

terbagi dalam 15 Kabupaten/Kota. 

 

Pengadilan Tinggi Manado membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri yaitu : 

1. Pengadilan Negeri Manado, meliputi Kota Manado dan sebagian Minahasa; 

2. Pengadilan Negeri Bitung, meliputi Kota Bitung; 

3. Pengadilan Negeri Tondano, meliputi Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa dan Minahasa 

Tenggara; 

4. Pengadilan Negeri Tahuna, wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 

Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang & Biaro); 

5. Pengadilan Negeri Kotamobagu, meliputi Kabupaten Bolaang Mongondouw, Kabupaten 

Bolaang Mangondouw Utara, Kabupaten Bolaang Mangondouw Timur, Kabupaten Bolaang 

Mangondouw Selatan dan Kota Kotamobagu; 

6. Pengadilan Negeri Airmadidi, meliputi Kabupaten Minahasa Utara; 

7. Pengadilan Negeri Amurang, meliputi Kabupaten Minahasa Selatan; dan 

8. Pengadilan Negeri Melonguane, meliputi Kabupaten Kepulauan Talaud. 

 

Pengadilan Tinggi Manado senantiasa 

berusaha mewujudkan lembaga peradilan 

yang profesional, efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel sehingga mampu 

memberikan pelayanan prima sesuai 

dengan prinsip – prinsip good governance. 

Untuk menciptakan tatalaksana 

pemerintahan yang baik (good 
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governance), salah satu kewajiban 

Pengadilan Tinggi Manado adalah 

melaksanakan asas akuntabilitas melalui 

pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan secara 

teknis berpedoman pada : 

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Pemerintah; 

2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Rl Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 

Tanggal 27 Desember 2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan 

yang Berada Dibawahnya; dan 

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 

27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 

31 Oktober 2025 tentang Penetapan 

Indikator Kinerja Utama Pengadilan 

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertama di Lingkungan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 

2029; 

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl 

Nomor 16292/SEK/OT.01.6/11/2025 

Tanggal 25 November 2025 tentang 

Penyusunan dan Penyampaian 

Dokumen SAKIP. 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

merupakan suatu sistem manajemen yang 

berorientasi pada hasil capaian kinerja 

Pengadilan Tinggi Manado dalam satu 

tahun anggaran yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian tujuan dan sasaran 

serta menjelaskan perbandingan realisasi 

pelaksanaan program dengan target yang 

telah ditentukan dalam indikator kinerja 

utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan 

Tinggi Manado dapat diukur berdasarkan 

perbandingan tersebut. 
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B .  T U G A S  P O K O K  D A N  F U N G S I  

Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia di daerah, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahan yang kedua dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 51. 

 Tabel I.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Manado 

 

C. S T R U K T U R  O R G A N I S A S I   

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut : 

T U G A S   

P E N G A D I L A N  T I N G G I  

F U N G S I  P E N G A D I L A N  T I N G G I  

Pengadilan Tinggi bertugas dan 

berwenang mengadili perkara pidana dan 

perkara perdata di Tingkat Banding; 

Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa 

dan mengadili perkara – perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Tinggi; 

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di 

wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, 

administrasi peradilan, admnistrasi umum, 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 

pembangunan; 

Pengadilan Tinggi dapat memberikan 

keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang  hukum kepada instansi Pemerintah 

di daerahnya, apabila diminta; 

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan 

pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku 

Hakim, Pejabat Struktural dan pegawai di daerah 

hukumnya serta terhadap jalannya pengadilan 

tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap 

pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi 

umum; 

Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas 

dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan  Undang-Undang. 

Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah 

di daerah hukumnya apabila diminta;  

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan 

administrasi umum, keuangan dan kepegawaian 

serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas 

pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 
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Gambar I.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado 

 

Berikut uraian tugas masing – masing jabatan tersebut : 

Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada 

Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, 

menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pengadilan, serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan 

menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. 

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal pelaksanaan tupoksi Pengadilan. Apabila Ketua 

berhalangan maka secara otomatis Wakil Ketua bertindak melaksanakan fungsi Ketua. Wakil Ketua juga 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua. 

Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan 

melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan 

kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan 

Tinggi yang ditugaskan kepadanya. 

Panitera mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang teknis dan administrasi perkara 

serta menyelesaikan surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara. 

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di 

bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana. 

 

Panitera Muda Pidana mempunyai 

tugas melaksanakan administrasi 

perkara, mempersiapkan persidangan 

perkara, menyimpan berkas perkara 

yang masih berjalan dan lain- lain yang 

berhubungan dengan perkara pidana 

dan barang bukti. 

Bagian Perencanaan & 

Kepegawaian mempunyai 

tugas melaksanakan 

urusan perencanaan, 

program, anggaran, 

kepegawaian, organisasi 

dan tata laksana, serta 

pengelolaan teknologi 

informasi. 

Bagian Umum & Keuangan 

mempunyai tugas melaksanakan 

urusan surat menyurat, arsip, 

perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, 

perpustakaan, pengelolaan keuangan, 

pemantauan, evaluasi, dokumentasi, 

serta penyusunan laporan. 
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Panitera Muda Perdata mempunyai 

tugas melakukan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, 

menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan lain-lain yang berhubungan 

dengan perkara perdata. 

Sub Bagian Perencanaan 

Progam dan Anggaran 

mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan 

bahan perencanaan 

program dan pelaksanaan 

program dan anggaran, 

pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi, serta 

penyusunan laporan. 

Sub Bagian Kepegawaian & TI 

mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan urusan 

kepegawaian, organisasi dan tata 

laksana, pengelolaan teknologi 

informasi dan statistik pemantauan, 

evaluasi, dokumentasi, serta 

penyusunan laporan 

Panitera Muda Pidana Khusus 

(Tipikor) bertugas melaksanakan 

administrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara, menyimpan 

berkas perkara yang masih berjalan dan 

lain- lain yang berhubungan dengan 

perkara pidana khusus dan barang bukti. 

Sub Bagian Tata Usaha 

dan Rumah Tangga 

mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan 

urusan surat menyurat, 

kearsipan dan 

penggandaan, perawatan 

dan pemeliharaan gedung, 

sarana dan prasarana, 

perlengkapan, 

perpustakaan, keamanan, 

keprotokolan dan hubungan 

masyarakat. 

Sub Bagian Keuangan & Pelaporan 

mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan urusan pengelolaan 

keuangan, perbendaharaan, akuntasi 

dan verifikasi, pengelolaan barang 

milik negara, dan pelaporan keuangan, 

serta pelaksanaan pemantauan, serta 

penyusunan laporan. 

Panitera Muda Hukum mempunyai 

tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data perkara, 

hubungan masyarakat, penataan arsip 

perkara serta pelaporan. 

Pranata Komputer 

mempunyai tugas untuk 

merencanakan, 

menganalisis, merancang, 

mengimplementasikan, 

mengembangkan dan atau 

mengoperasikan sistem 

informasi berbasis 

komputer 

Analis Pengelola Keuangan APBN 

bertugas melaksanakan kegiatan 

analisis pengelolaan keuangan APBN, 

yang meliputi perikatan dan 

penyelesaian tagihan, pelaksanaan 

perintah pembayaran, serta analisis 

laporan keuangan instansi. 

Panitera Pengganti mempunyai tugas 

membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan 

bertugas membantu Hakim dalam hal: 

membuat penetapan hari sidang, 

membuat penetapan terdakwa tetap 

ditahan, dikeluarkan dari tahanan. 

Pranata Keuangan APBN bertugas melaksanakan kegiatan 

Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan 

penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, 

kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan 

penyiapan analisis laporan keuangan instansi. 

Tabel I.2. Uraian Tugas Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado 
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D .  I S U  S T R A T E G I S  

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung”, tahun 

2025 ditetapkan sebagai tahun penguatan integritas dan percepatan transformasi peradilan. 

Pengadilan Tinggi Manado menyadari bahwa dinamika hukum dan harapan masyarakat 

terhadap keadilan yang cepat, biaya ringan, dan transparan menuntut langkah-langkah 

strategis yang lebih adaptif dan terukur. Selaras dengan misi untuk menjaga kemandirian 

badan peradilan dan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, isu strategis tahun 

2025 dirumuskan sebagai respons terhadap tantangan modernisasi birokrasi. Fokus utama 

terletak pada penguatan teknis penyelesaian perkara, peningkatan kompetensi SDM, 

digitalisasi pelayanan publik, penjaminan mutu melalui Sertifikasi AMPUH, serta komitmen 

dalam Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM). 

 

Implementasi kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan 

manifestasi dari dedikasi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Manado untuk menghadirkan 

institusi peradilan yang tidak hanya tangguh secara hukum, tetapi juga bersih dari praktik 

korupsi dan melayani dengan hati. Seluruh rangkaian isu strategis berikut ini merupakan peta 

jalan (roadmap) bagi Pengadilan Tinggi Manado dan seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk mencapai standar mutu peradilan yang unggul dan 

terpercaya. 

Isu Strategis Kebijakan  

Peningkatan Penyelesaian Perkara 

 

 

1. Peningkatan Rasio Penanganan perkara melalui 

implementasi Register Elektronik untuk percepatan 

penyelesaian perkara perdata yang dimohonkan 

banding melalui e-Court (Surat Edaran Ketua 

Pengadilan Tinggi Manado Nomor 1 Tahun 2025) dan 

perkara pidana/tipikor melalui e-Berpadu, kecuali 

untuk perkara – perkara yang belum terakomodir 

secara elektronik, sebagaimana surat izin 

penggunaan register elektronik yang dikeluarkan oleh  

Ditjen Badilum Nomor 1493/DJUTI1.1/X/2023 tanggal 

31 Oktober 2023. 

2. Pengiriman Salinan putusan perkara ke pengadilan 

pengaju secara elektronik pada hari yang sama 

dengan pengucapan putusan. 

3. Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi 

untuk membahas teknis penyelesaian perkara; 

4. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan 

melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi secara rutin pada unit yang diawasi; 
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5. Pelaksanaan Rapat Berjenjang Kepaniteraan yang 

dipimpin oleh Panitera dan diikuti oleh Para Panitera 

Muda, Panitera Pengganti serta Staf Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Manado; 

6. Monitoring dan evaluasi Kinerja Penyelesaian 

perkara, Rasio Penyelesaian perkara oleh Hakim dan 

Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPAPU dan EIS 

saat pelaksanaan Rapat Dinas Bulanan; dan 

7. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan 

Penyelesaian Perkara Perdata dengan internal 

pengadilan maupun stakeholder lainnya seperti 

Organisasi Advokat, Kejaksaan, Kepolisian, dan 

Kemenkumham. 

Peningkatan Kompetensi Aparatur/ 

SDM 

1. Mengusulkan nama – nama aparatur/SDM untuk 

mengikuti pengembangan kompetensi dan 

menyelenggarakan Bimtek dan/atau DDTK. 

2. Peningkatan Kinerja melalui pembinaan dan 

pengawasan baik pada Pengadilan Tinggi Manado 

maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi Manado; dan 

3. Melaksanakan pengawasan bidang serta tindak lanjut 

atas temuan – temuan. 

Peningkatan Pelayanan Publik 1. Optimalisasi Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) 

berbasis teknologi informasi untuk layanan 

Penyumpahan Advokat, Layanan Informasi, 

Pengaduan serta menyelenggarakan Survei 

Kepuasan Masyarakat & Survei Persepsi Anti Korupsi 

untuk feedback dari stakeholder, pengguna layanan 

dan pengunjung pengadilan 

2. Melaksanakan pelatihan bagi petugas PTSP yang 

bekerja sama dengan lembaga eksternal yaitu 

lembaga perbankan (Bank Rakyat Indonesia) untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal 

interaksi dengan pengguna layanan; 

3. Hakim Tinggi Pengawas PTSP melakukan 

pengawasan setiap hari; 

4. Hakim Tinggi Pengawas PTSP, Pejabat Pengelola 

PTSP serta Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP 

melaksanakan pembinaan dan/atau briefing kepada 

Petugas PTSP setiap hari Senin pagi; 
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5. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei IPAK 

dan IKM Pengadilan Tinggi Manado; 

6. Publikasi Informasi, Standar dan Prosedur Layanan 

Pengadilan Tinggi Manado melalui website dan media 

sosial; dan 

7. Menyediakan layanan dan petugas khusus untuk 

penyandang disabilitas dan kaum rentan 

Pelaksanaan Sertifikasi Mutu 

Pengadilan Unggul dan Tangguh 

1. Mengikutsertakan seluruh Hakim Tinggi dan pegawai 

yang ditunjuk dalam Sertifikasi Asesor AMPUH yang 

diselengarakan Direktorat jenderal Badan Peradilan 

Umum; dan 

2. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dokumen 

secara mandiri dan berkala sebelum asesmen resmi 

oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

dilakukan, guna memastikan seluruh dokumen dan 

infrastruktur sesuai dengan standar sertifikasi 

AMPUH. 

Pembangunan Zona Integitas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) 

Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM). 

Tabel I.3. Isu Strategis dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

 

E .  S I S T E M A T I K A  P E N Y A J I A N  

Bab I. Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi 

organisasi. 

 

BAB II. Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Secara 

khusus pada subbab ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi 

disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025 dan Revisi 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

 

BAB III. Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk 
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setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja 

sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 

lalu dan beberapa tahun terakhir ; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ; 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;  

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

Pada subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja per bulan mulai 

Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan juga 

pada Bab III ini. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

BAB IV. Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

Lampiran 

1 .  Perjanjian Kinerja 

2 .  Lain-lain yang dianggap perlu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
12 

A .  R E N C A N A  S T R A T E G I S  T A H U N  2 0 2 5  –  2 0 2 9  

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 pada hakekatnya 

merupakan pernyataan komitmen lembaga jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan 

Pengadilan Tinggi Manado melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan 

kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian, 

serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara 

berkesinambungan. 

 

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana 

Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat visi dan misi yang merupakan 

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan 

dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan 

program dan kegiatan.  Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado disesuaikan 

dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja 

Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029. 

 

V I S I  

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan 

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado. Visi 

Pengadilan Tinggi Manado yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar 

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang 

ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah 

Agung 2010 – 2035. Visi Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG” 

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Manado 

sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam 

melaksanakan ugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.  
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M I S I  

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menetapkan misi yang    

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado. 

 

T U J U A N  

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun 

ke depan, yang mencerminkan mandat utama Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan 

tingkat banding di lingkungan peradilan umum. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi 

Manado yaitu : 

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang 

Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan 

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. 

 

S A S A R A N  S R A T E G I S  

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh 

Pengadilan Tinggi Manado dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis 

menggambarkan hasil-hasil spesifik yang diharapkan sebagai ukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan strategis, serta menjadi dasar bagi perumusan indikator kinerja utama yang 

terukur dan realistis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi 

Manado sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern; 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan 

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. 

 

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan 

modern” mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk mewujudkan 

penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan 

teknologi informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu: 
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Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Terwujudnya 

peradilan 

yang efektif, 

transparan, 

akuntabel, 

responsif dan 

modern 

1.1. Persentase penyelesaian 

perkara secara tepat waktu 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat 

waktu dibagi jumlah perkara yang 

diselesaikan x 100% 

1.2. Persentase pengiriman salinan 

putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju 

Jumlah salinan putusan yang dikirimkan 

kepada pengadilan pengaju secara tepat 

waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 

100% 

1.3. Persentase putusan pengadilan 

yang diunggah pada direktori 

putusan 

Jumlah putusan yang diunggah pada 

direktori putusan dibagi jumlah putusan 

yang telah diminutasi x 100% 

1.4. Persentase perkara perdata 

tingkat banding yang 

menggunakan e-Court 

Jumlah perkara perdata tingkat banding 

yang diajukan menggunakan e-Court 

dibagi jumlah perkara perdata tingkat 

banding yang diajukan x 100% 

1.5. Persentase perkara pidana 

pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Berpadu 

Jumlah perkara pidana tingkat banding 

yang diajukan menggunakan e-Berpadu 

dibagi jumlah perkara pidana tingkat 

banding yang diajukan x 100% 

Tabel II. 1. Sasaran Strategis 1  

 

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” menegaskan 

komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga 

peradilan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu: 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Meningkatnya 

Tingkat 

Keyakinan dan 

Kepercayaan 

Publik 

2.1. Indeks Kepuasan 

Pengguna 

Layanan 

Pengadilan 

Berdasarkan 

Standar Layanan 

yang Ditetapkan 

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan 

pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Persyaratan; 

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 

c. Waktu Penyelesaian; 

d. Biaya/ Tarif; 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 

f. Kompetensi Pelaksana; 

g. Perilaku Pelaksana; 

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 

i. Sarana dan Prasarana. 
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Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: 

a. Pelayanan administrasi persidangan; 

b. Pelayanan pengaduan; 

c. Pelayanan permohonan informasi. 

Tabel II. 2. Sasaran Strategis 2 

 

Sasaran strategis 3 “Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional” 

menggambarkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat tata kelola lembaga 

peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini yaitu: 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Rumus Indikator 

Terwujudnya 

manajemen 

peradilan 

yang 

transparan 

dan 

profesional 

 

3.1. Indeks Profesionalitas 

Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan 

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) terdiri dari: 

1. Kompetensi (40%) 

2. Kinerja (30%) 

3. Kualifikasi (25%) 

4. Disiplin (5%) 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 

Tahun 2019 

3.2. Nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 

a. Revisi DIPA (10%) 

b. Penyerapan Anggaran (20%) 

c. Penyelesaian Tagihan (10%) 

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai 

IKPA) 

e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) 

f. Belanja Kontraktual (10%) 

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 

h. Capaian Output (25%) 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan. 

3.3. Nilai Kinerja 

Perencanaan 

Anggaran 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 

a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L 

(25%) 

- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 

- Agregasi Capaian RO Satker (30%) 

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker 
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Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan 

3.4. Nilai Indikator 

Pengelolaan 

Aset (IPA) 

Satuan Kerja 

Pengadilan 

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja 

untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik 

negara. 

 

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan 

pengukuran kinerja tahun berjalan. 

Tabel II. 3. Sasaran Strategis 3 

 

P R O G R A M  D A N  K E G I A T A N  

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan 

program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung. 

1. Program Dukungan Manajemen 

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Manado terdiri dari 2 (dua) 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan indikator 

kinerja: 

• Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan 

yang Ditetapkan 

b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan 

Tingkat Pertama, dengan indikator kinerja: 

• Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan; 

• Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan; 

• Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan 

• Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. 

 

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 

• Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; 

• Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju; 

• Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; 

• Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court; dan 

• Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu. 
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Program/ 

Kegiatan 

Tujuan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 

Kegiatan (Output)/Indikator 

Target Target 

Jangka 

Menengah 

Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

 Pengadilan Tinggi Manado 21.783.562 22.446.919 44.319.948 45.000.000 45.000.000 

Program 

Penegakan 

dan 

Pelayanan 

Hukum 

 

1. 

Mewujudkan 

Badan 

Peradilan 

yang Mandiri 

dalam 

Pelayanan 

dan 

Penegakan 

Hukum yang 

Berkepastian, 

Setara dan 

Berkeadilan 

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern      

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara 

tepat waktu 

96% 96% 97% 97% 98% 98%      

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan 

tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju 

98% 99% 99% 99% 99% 99%      

1.3. Persentase Persentase putusan 

pengadilan yang diunggah pada direktori 

putusan 

97% 97% 98% 98% 99% 99%      

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat 

banding yang menggunakan e-Court 

97% 97% 98% 98% 99% 99%      

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat 

banding yang menggunakan e-Berpadu 

77% 94% 94% 95% 95% 95%      

Program 

Dukungan 

Manajemen 

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik      

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan standar layanan 

yang ditetapkan 

3,6 3,64 3,64 3,68 3,68 3,68      

2. 

Mewujudkan 

Manajemen 

Peradilan 

yang 

Transparan 

dan 

Profesional 

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional      

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

71 72 72 

 

73 73 73      

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

95 95 96 96 97 97      

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 90 90 91 91 91      

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

3,00 3,00 3,45 3,45 3,60 3,60      

Tabel II. 4. Matriks Kinerja dan Pendanaan 
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B .  R E N C A N A  K I N E R J A  T A H U N  2 0 2 5  

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 memuat angka target kinerja tahun 

2025 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Selain itu, 

dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang 

kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (Performance Agreement/) atau lebih dikenal 

sebagai Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan penetapan Rencana Strategis Tahun 2025 – 

2029, berikut kami sampaikan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi 

Manado: 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. 

 

 

Terwujudnya peradilan 

yang efektif 

transparan, akuntabel, 

responsif dan modern 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 96% 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju 

98% 

1.3. Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah 

pada direktori putusan 

97% 

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Court 

97% 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Berpadu 

77% 

 

2. Meningkatnya Tingkat 

Keyakinan Dan 

Kepercayaan Publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 

berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 

3,6 

3. Terwujudnya 

Manajemen Peradilan 

yang Transparan dan 

Profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 

Satuan Kerja Pengadilan 

71 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

95 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

3 

Tabel II.5. Revisi Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

 

C .  P E R J A N J I A N  K I N E R J A  T A H U N  2 0 2 5  

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk 

komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, 

sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing unit kerja. 
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No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target 

1.  

 

 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, 

dan 

Akuntabel 

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 95% 

b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 97% 

c. Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu 96% 

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 

40% 

e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan 

Peradilan 

90% 

2.  Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke 

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

100% 

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke 

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

98% 

c. Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke 

Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 

98% 

 No. Kegiatan Anggaran 

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan 

Mahkamah Agung 

Rp. 376.452.000,- 

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan 

Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 

Rp. 16.806.723.000,- 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 236.797.000,- 

Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

 

Penyajian laporan pencapaian kinerja pada subbagian ini merupakan bentuk akuntabilitas 

publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama periode sembilan bulan pertama 

tahun 2025, sebelum dilakukannya penyesuaian indikator kinerja utama dan target melalui 

Perubahan Perjanjian Kinerja. Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan pemantauan dan 

pengukuran kinerja terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada 

awal tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah tetap selaras dengan 

visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado. Capaian ini juga merupakan cerminan dari komitmen 

seluruh lini pada Pengadilan Tinggi Manado dalam memenuhi target yang telah ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja. 

 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja akumulatif periode Januari hingga September 

Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan performa yang baik. Seluruh Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berhasil melampaui target yang 

telah ditetapkan pada awal tahun. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas sistem 

manajemen perkara dan komitmen tinggi aparatur peradilan dalam memberikan layanan yang 

cepat dan akuntabel sebelum memasuki fase penyesuaian pada periode berikutnya. 
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Berikut capaian kinerja akumulasi Januari sampai dengan September Tahun 2025: 

No. Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisas 

(Jan-Sept) 

Capaian 

Akumula

si  

Keterangan 

1. Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan, 

dan 

Akuntabel 

a.Persentase Perkara 

Perdata yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

95% 100% 105,26% Tercapai 

b.Persentase Perkara 

Pidana yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

97% 100% 103,09% Tercapai 

c.Persentase Perkara 

Tipikor yang Diselesaikan 

Tepat Waktu 

96% 100% 104,16% Tercapai 

d.Persentase Perkara yang 

Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Kasasi 

40% 48,53% 121,32% Tercapai 

e.Index Persepsi 

Stakeholder yang Puas 

Terhadap Layanan 

Peradilan 

90% 95,47% 106,07% Tercapai 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a.Persentase Salinan 

Putusan Perkara Perdata 

yang Dikirim ke Pengadilan 

Pengaju Tepat Waktu 

100% 100% 100% Tercapai 

b.Persentase Salinan 

Putusan Perkara Pidana 

yang Dikirim ke Pengadilan 

Pengaju Tepat Waktu 

98% 100% 102,04% Tercapai 

c.Persentase Salinan 

Putusan Perkara Tipikor 

yang Dikirim ke Pengadilan 

Pengaju Tepat Waktu 

98% 100% 102,04% Tercapai 

Tabel II.7. Capaian Kinerja Akumulasi Januari-September Tahun 2025 

 

Pada sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel”, 

Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan hasil yang sangat baik: 

1. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara: Penyelesaian perkara baik Perdata, Pidana, dan 

Tipikor secara tepat waktu menunjukkan realisasi yang konsisten yaitu 100%. Komitmen 

tinggi dari pimpinan lewat kebijakan implementasi register elektronik mendorong 

terciptanya peningkatan rasio penyelesaian perkara, peningkatan kinerja, kepatuhan 
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majelis hakim dalam penanganan perkara, kepatuhan kepaniteraan dalam administrasi 

perkara serta kelengkapan data perkara dalam SIPP berkontribusi pada realisasi ini. 

2. Kualitas Putusan: Capaian atas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi dari upaya hukum banding mencapai 121,32%. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa 

putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim memiliki kualitas pertimbangan hukum yang 

kuat dan rasa keadilan yang tinggi, sehingga dapat diterima dengan baik oleh para pihak 

yang berperkara. Selain itu, dengan lebih banyak perkara yang selesai di tingkat banding, 

kepastian hukum bagi masyarakat dapat terwujud lebih cepat. Hal ini meminimalisir waktu 

dan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara maupun masyarakat dalam proses mencari 

keadilan. 

3. Kepuasan Stakeholder: Kepercayaan publik yang diukur melampaui target dengan capaian 

106,07%, mengindikasikan bahwa layanan peradilan telah dirasakan manfaatnya secara 

langsung oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan testimoni pengguna layanan dan 

pengunjung pengadilan 

 

Sejalan dengan fungsi teknis, aspek pengelolaan administrasi penyelesaian perkara juga 

menunjukkan efektivitas yang maksimal. Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara” dengan indikator pengiriman salinan putusan untuk perkara Perdata, 

Pidana, dan Tipikor ke pengadilan pengaju seluruhnya terealisasi tepat waktu (100%). 

Pencapaian akumulasi pada periode Januari hingga September menunjukkan performa yang 

sangat baik, membuktikan bahwa proses penanganan perkara telah berjalan dengan sangat 

responsif dan sistematis, dengan adanya sistem informasi terpadu. 

 

Realisasi pengiriman salinan putusan perkara Perdata, Pidana, dan Tipikor secara konsisten 

mencapai angka 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado mampu bekerja lebih 

cepat dari standar waktu minimal yang ditetapkan dalam SOP. Kecepatan pengiriman salinan 

putusan ke pengadilan pengaju merupakan faktor kunci dalam memberikan kepastian hukum. 

Dengan diterimanya salinan putusan tepat waktu, para pihak dapat segera menentukan 

langkah hukum selanjutnya. Hal ini ditunjang oleh kebijakan pengiriman Salinan putusan 

secara elektronik di hari yang sama dengan pengucapan putusan. 

 

Pada saat Salinan putusan ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, pada saat itu juga 

Salinan putusan terkirim ke pengadilan negeri pengaju untuk selanjutnya diberitahukan 

kepada para pihak. Pencapaian ini juga mencerminkan tingginya disiplin dan sinergi antar unit, 

subbagian dan aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado. Kesadaran kolektif bahwa 

penyelesaian administrasi perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari integritas 

peradilan telah mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-

oriented). 
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Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

– 2029 maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap instrumen akuntabilitas 

organisasi. Revisi Perjanjian Kinerja ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan 

target tahunan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang baru. 

Bersama ini disampaikan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di mana perubahan ini 

mencakup penyesuaian indikator kinerja utama dan target agar sejalan dengan Rencana 

Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 serta menjamin kesinambungan dan 

efektivitas pencapaian kinerja yang akuntabel. 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. 

 

 

Terwujudnya 

peradilan yang 

efektif transparan, 

akuntabel, responsif 

dan modern 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 96% 

 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu 

oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan 

pengaju 

98% 

 

1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada 

direktori putusan 

97% 

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Court 

97% 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Berpadu 

77% 

 

2. Meningkatnya 

Tingkat Keyakinan 

Dan Kepercayaan 

Publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 

berdasarkan standar layanan yang ditetapkan 

3,6 

3. Terwujudnya 

Manajemen 

Peradilan yang 

Transparan dan 

Profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 

Satuan Kerja Pengadilan 

71 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

95 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

3 

No. Kegiatan Anggaran 

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung 

Rp. 376.452.000,- 

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan 

Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 

Rp. 21.239.588.000,- 

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 167.522.000,- 

Tabel II.8. Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 
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A .  C A P A I A N  K I N E R J A  

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target 

kinerja tahun 2025. Analisis capaian kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 

2024 dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional; 

5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan 

7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi 

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan 

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

 

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Manado merupakan bentuk pertanggungjawaban 

kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian 

kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara 

membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. 

 

Mengawali periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, tahun 2025 menjadi momentum 

transformasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara khusus Pengadilan Tinggi 

Manado. Transformasi dirancang untuk menjawab tantangan penegakan hukum di era digital 

serta penguatan integritas birokrasi yang lebih kokoh. Dengan fokus pada peradilan yang 

efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, peningkatan akses keadilan bagi 

masyarakat, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan keyakinan dan kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan, manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta 
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penguatan kompetensi sumber daya manusia. Capaian kinerja yang tersaji dalam laporan ini merupakan manifestasi dari langkah awal Pengadilan 

Tinggi Manado dalam menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan realitas kerja sehari – hari. 

 

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025 dengan mencatatkan Rata-rata Capaian 

Kinerja Seluruh Sasaran sebesar 108,35%. Angka ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado tidak hanya memenuhi target, tetapi berhasil 

melampaui standar yang telah ditetapkan. Berikut dipaparkan rincian capaian indikator kinerja utama sebagai wujud transparansi dan komitmen 

Pengadilan Tinggi Manado kepada publik. 

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Terwujudnya peradilan yang efektif 

transparan, akuntabel, responsif dan 

modern 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 96% 100% 104,17% 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju 

98% 100% 102,04% 

1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 97% 100% 103,09% 

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court 97% 99,52% 102,60% 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu 77% 78,36% 101,77% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 1) 102,73% 

2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan 

kepercayaan publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang 

ditetapkan 

3,6 3,87 107,43% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 2) 107,43% 

3 Terwujudnya manajemen peradilan 

yang transparan dan profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 71 77,33 108,92% 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 95 100 105,26% 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 95,75 122,75% 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 3,68 122,67% 

Rata-rata Capaian Kinerja (Sasaran 3) 114,90% 

Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Sasaran 108.35% 

Tabel III.1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 
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No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian  Normalisasi 

Capaian PK 

(1) 

Koreksi Normalisasi 

Capaian PK Berdasarkan 

Predikat AKIP (2) 

Nilai Akhir 

Capaian PK (3) 

(1) x (100% - (2)) 

1 Terwujudnya peradilan 

yang efektif transparan, 

akuntabel, responsif 

dan modern 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat 

waktu 

96% 100% 104,17% 104,17% 10% 93,75% 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat 

waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada 

pengadilan pengaju 

98% 100% 102,04% 102,04% 10% 91,84% 

1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah 

pada direktori putusan 

97% 100% 103,09% 103,09% 10% 92,78% 

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding 

yang menggunakan e-Court 

97% 99,52% 102,60% 102,60% 10% 92,34% 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding 

yang menggunakan e-Berpadu 

77% 78,36% 101,77% 101,77% 10% 91,59% 

2 Meningkatnya tingkat 

keyakinan dan 

kepercayaan publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan berdasarkan standar layanan yang 

ditetapkan 

3,6 3,87 107,43% 107,43% 10% 96,69% 

3 Terwujudnya 

manajemen peradilan 

yang transparan dan 

profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

71 77,33 108,92% 108,92% 10% 98,02% 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

95 100 105,26% 105,26% 10% 94,74% 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 95,75 122,75% 110% 10% 99% 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan 

Kerja Pengadilan 

3 3,68 122,67% 110% 10% 99% 

 Total Capaian PK (4) 949,75% 

 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-Rata Capaian PK (5) 94,97% 

   Predikat PKO (6) BAIK 

Tabel III.2. Normalisasi Capaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 
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Data capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja Pengadilan 

Tinggi Manado melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 2 (dua) indikator 

kinerja > 110% yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 122,75% dan Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 122,67% sudah dilakukan 

normalisasi sebagaimana Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. 

 

Setiap indikator dinilai dari realisasi terhadap target, kemudian dinormalisasi untuk mencegah 

anomali capaian di atas 110%. Hasil tersebut dikoreksi menggunakan faktor predikat 

akuntabilitas. Nilai akhir diperoleh dari rata rata capaian seluruh indikator. Rentang nilai 80% 

- 100% diklasifikasikan sebagai predikat Baik, yang berarti tingkat implementasi manajemen 

kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. 

 

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, 

responsif dan modern 

Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk 

mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, efisien, dan adaptif terhadap 

perkembangan teknologi informasi. Pengadilan Tinggi Manado berupaya memberikan 

pelayanan peradilan yang menjamin keadilan prosedural dan substantif melalui tata kelola 

yang terbuka, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. 

Pencapaian sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama, seperti ketepatan 

waktu penyelesaian perkara, percepatan pengiriman salinan putusan, peningkatan 

transparansi informasi perkara, serta optimalisasi penerapan sistem peradilan elektronik (e-

Court dan e-Berpadu). Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai efektivitas 

administratif, tetapi juga mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Manado berhasil 

mengimplementasikan transformasi digital peradilan secara berkelanjutan. 

 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah 

perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang 

diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 

yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding. Khusus untuk 

perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Grafik Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado
Tahun 2025

Jumlah perkara yang diselesaikan
tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang 

diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 perkara dan seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu. Realisasi sebesar 100% dan melebihi 

target 96% sehingga capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 104,17%. 

Indikator Kinerja Utama Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persentase 

penyelesaian 

perkara secara 

tepat waktu 

Jumlah perkara 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

 

383 

Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Jumlah perkara 

yang 

diselesaikan 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

383 Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Tabel III.3. Jumlah Perkara yang Diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik III.1. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 
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Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara 

secara tepat waktu pada tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sampai 

dengan 2025 penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu 

sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal 

dalam penyelesaian setiap perkara. 

 

Tahun 

Jumlah Perkara yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu 

Jumlah 

Perkara yang 

Diselesaikan 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 Perdata 185 185 100 100 100 

Pidana 126 126 100 100 100 

Tipikor 7 7 100 100 100 

2023 Perdata 221 221 95 100 105,26 

Pidana 158 158 95 100 105,26 

Tipikor 27 27 95 100 105,26 

2024 Perdata 207 207 95 100 105,26 

Pidana 171 171 95 100 105,26 

Tipikor 15 15 95 100 105,26 

2025 Perdata 198 198  

96 

 

100 

 

104,17 Pidana 160 160 

Tipikor 25 25 

Tabel III.4. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 

dan Beberapa Tahun Terakhir 

1. Tahun 2022: Menjadi tahun dasar dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. 

Dengan penyelesaian total 318 perkara (Perdata: 185, Pidana: 126, Tipikor: 7), 

Pengadilan Tinggi Manado mencapai target secara sempurna (100%); 

2. Tahun 2023 dan 2024: Meskipun target indikator disesuaikan menjadi 95%, realisasi 

tetap bertahan di angka 100%. Hal ini menghasilkan Capaian Kinerja sebesar 105,26%. 

Terjadi lonjakan signifikan pada perkara Tipikor di tahun 2023 (27 perkara) dibandingkan 

tahun sebelumnya; dan 

3. Tahun 2025: Target ditingkatkan secara bertahap menjadi 96%, dengan total 

penyelesaian 383 perkara (Perdata: 198, Pidana: 160, Tipikor: 25), Pengadilan Tinggi 

Manado kembali mencatatkan realisasi 100% dengan tingkat Capaian Kinerja sebesar 

104,17%. 
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Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi (%) Target Jangka Menengah (%) 

Persentase penyelesaian perkara 

secara tepat waktu 

100 98 

Tabel III.5. Perbandingan Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu Tahun 2025 

dengan Target Jangka Menengah 

Selisih positif sebesar 2% di atas target jangka menengah menunjukkan bahwa sistem 

manajemen perkara yang diterapkan telah berjalan sangat efektif. Keberhasilan mencapai 

angka 100% berarti tidak ada satu pun perkara yang penyelesaiannya melewati batas 

waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau standar operasional 

prosedur (SOP). 

 

Keberhasilan Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu 

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu dan realisasi kinerja 

mencapai 100% baik perkara Perdata, Pidana, maupun Tipikor didukung oleh 3 (tiga) pilar 

utama: 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan Penyelesaian setiap perkara diawali dengan Penetapan Majelis Hakim 

oleh KPT dilanjutkan dengan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera. Majelis 

Hakim berkewajiban menyusun rencana sidang dalam court calendar dan menetapkan 

jadwal sidang. Hal ini memastikan perencanaan pemeriksaan berkas perkara dan 

persidangan berjalan sesuai SOP penyelesaian perkara yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan komitmen tinggi terhadap penyelesaian 

perkara secara tepat waktu di mana seluruh perkara perdata dan pidana diselesaikan 

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sesuai mandat SEMA Nomor 2 Tahun 2014, 

khusus untuk perkara Tindak Pidana Korupsi, penyelesaian dilakukan secara akseleratif 

dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari, selaras dengan amanat UU Nomor 31 

Tahun 1999. 

c. Tahap Pengawasan 

Mekanisme kontrol dilakukan secara berlapis. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui 

Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi, serta pemeriksaan rutin oleh Hakim Tinggi 

Pengawas Bidang. Pengawasan teknis juga diperkuat dengan Rapat Berjenjang 

Kepaniteraan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Ketua Pengadilan tinggi Manado 

untuk Kinerja Penyelesaian perkara, Rasio Penyelesaian perkara oleh Hakim dan 
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Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPAPU dan EIS saat pelaksanaan Rapat Dinas 

Bulanan. 

 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding 

kepada pengadilan pengaju 

Indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan 

tingkat banding kepada pengadilan pengaju” adalah perbandingan jumlah salinan putusan 

yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang 

diputus pada tahun berjalan. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara 

elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak 

perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi 

Pengadilan); dan 

b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus 

sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. 

 

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, 

jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 

perkara di mana seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu dan salinan putusan 

perkara tersebut dikirimkan secara tepat waktu oleh Pengadilan Tinggi Manado kepada 

Pengadilan Negeri pengaju. Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 98% sehingga 

capaian penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 

102,04%. 
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Jumlah perkara yang diputus

Indikator Kinerja Utama Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persentase 

pengiriman salinan 

putusan tepat waktu 

oleh pengadilan 

tingkat banding 

kepada pengadilan 

pengaju 

Jumlah salinan putusan 

yang dikirimkan ke 

pengadilan pengaju 

secara tepat waktu 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

 

383 

Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Jumlah perkara yang 

diputus 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

383 Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Tabel III.6. Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan oleh Pengadilan Tinggi Manado ke Pengadilan Pengaju Tahun 2025 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik III.2. Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan PengajuTahun 2025 
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Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara 

secara tepat waktu pada tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 sampai 

dengan 2025 pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado kepada Pengadilan 

Pengaju selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan 

kinerja yang maksimal dalam penyelesaian setiap perkara. 

 

Tahun 

Jumlah Salinan Putusan 

yang Dikirimkan ke 

Pengadilan Pengaju 

Secara Tepat Waktu 

Jumlah 

Perkara 

yang 

Diputus 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 Perdata 185 185 100 100 100 

Pidana 126 126 100 100 100 

Tipikor 7 7 100 100 100 

2023 Perdata 221 221 95 100 105,26 

Pidana 158 158 95 100 105,26 

Tipikor 27 27 95 100 105,26 

2024 Perdata 207 207 95 100 105,26 

Pidana 171 171 95 100 105,26 

Tipikor 15 15 95 100 105,26 

2025 Perdata 198 198  

98 

 

100 

 

102,04 Pidana 160 160 

Tipikor 25 25 

Tabel III.7. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan tren performa yang sangat 

stabil dan konsisten dalam hal ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kepada 

Pengadilan Pengaju. Selama empat tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Manado berhasil 

mempertahankan tingkat realisasi sebesar 100%, yang berarti seluruh perkara yang diputus 

telah dikirimkan salinannya secara tepat waktu. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi 

(%) 

Target Jangka 

Menengah (%) 

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju 

100 99 

Tabel III.8. Perbandingan Pengiriman Salinan Putusan secara Tepat Waktu Tahun 2025 dengan 

Target Jangka Menengah 
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Target jangka menengah untuk indikator "Persentase pengiriman salinan putusan tepat 

waktu" ditetapkan sebesar 99%. Akan tetapi pada realisasinya di tahun 2025, Pengadilan 

Tinggi Manado berhasil mencapai angka 100%. Capaian yang melampaui target jangka 

menengah ini memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Ketepatan waktu yang 

mencapai 100% memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di tingkat 

pengadilan pengaju, sehingga proses atau upaya hukum selanjutnya tidak terhambat oleh 

kendala administratif. Pencapaian realisasi 100% terhadap target 99% mencerminkan 

bahwa manajemen perkara dan koordinasi antar bagian telah berjalan dengan sangat 

efektif. 

 

Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu 

Sejalan dengan penyelesaian perkara secara tepat waktu, Pengadilan Tinggi Manado juga 

berhasil mengirim salinan putusan secara tepat waktu kepada Pengadilan Pengaju pada 

tahun 2025 dan tahun – tahun sebelumnya. Hasil yang memuaskan ini merupakan sinergi 

berbagai faktor strategis sebagai berikut: 

a. Komitmen Kepemimpinan dan Pengawasan 

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan pengawasan 

dan pembuatan kebijakan dan monitoring evaluasi, di mana implementasi melalui 

pengawasan secara melekat lewat pemanfaatan aplikasi seperti SIPAPU dan EIS. 

Melalui rapat koordinasi rutin dan evaluasi bulanan, setiap kendala teknis yang belum 

dapat terselesaikan di tingkat bagian/subbagian dapat segera dicarikan solusinya. 

Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil (result-oriented) mendorong terciptanya 

budaya kerja yang responsif dan akuntabel di seluruh unit kerja. 

b. Peningkatan Integritas dan Kompetensi SDM 

Aparatur peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado memiliki komitmen tinggi untuk 

menyelesaikan tugas administratif tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab 

profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 

 

1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 

Indikator kinerja “Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan” 

adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah 

putusan yang telah diminutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan 

pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling 

lambat pada saat perkara diminutasi. 
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Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan 383

Jumlah Putusan yang telah diminutasi 383

383 383

Grafik Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Jumlah Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan

Jumlah Putusan yang telah diminutasi

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado yang 

diselesaikan tahun 2025 sebanyak 383 perkara di mana seluruh perkara tersebut diselesaikan tepat waktu dan seluruh putusan perkara tersebut 

diunggah pada direktori putusan. Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 97% sehingga capaian putusan pengadilan yang diunggah 

pada direktori putusan tahun 2025 mencapai 103,09%. 

Indikator Kinerja Utama Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persentase putusan 

pengadilan yang 

diunggah pada 

direktori putusan 

Jumlah Putusan yang 

diunggah pada 

Direktori Putusan 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

 

383 

Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Jumlah Putusan yang 

telah diminutasi 

Pidana 18 16 10 10 8 4 13 13 23 5 22 18 160  

383 Perdata 4 14 13 17 17 19 24 15 15 20 25 15 198 

Tipikor 5 5 1 0 1 1 0 1 5 5 1 0 25 

Tabel III.9. Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik III.3. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 
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Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan” 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. 

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat 

menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 

2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di masa 

mendatang. 

 

Tahun 

Jumlah Putusan yang 

diunggah pada Direktori 

Putusan 

Jumlah Putusan 

yang Telah 

Diminutasi 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 383 383 97 100 103,09 

Tabel III.10. Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi (%) Target Jangka Menengah (%) 

Persentase putusan pengadilan yang 

diunggah pada direktori putusan 

100 99 

Tabel III.11. Perbandingan Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan 

Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Realisasi sebesar 100% pada tahun pertama indikator ini diterapkan membuktikan bahwa 

Pengadilan Tinggi Manado telah siap sepenuhnya menuju digitalisasi sistem peradilan 

serta mempermudah akses masyarakat dalam mengakses dan membaca putusan 

pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan 

kepada publik. 

 

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado didukung dengan implementasi kebijakan One 

Day Publish yang telah diterapkan sejak lama yaitu dengan mengunggah putusan yang 

dilakukan segera setelah proses minutasi selesai, memastikan bahwa keadilan tidak hanya 

diputus di ruang sidang, tetapi juga dapat segera diketahui oleh para pencari keadilan 

maupun masyarakat luas. 
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208

209

Grafik Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 
2025

Jumlah perkara perdata
tingkat banding yang diajukan
menggunakan e-Court

Jumlah perkara perdata
tingkat banding yang diajukan

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court 

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court” adalah perbandingan jumlah perkara perdata 

tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan. Perkara perdata tingkat 

banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi 

jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya 

hukum banding secara konvensional. 

 

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan 

Tinggi Manado pada tahun 2025 sebanyak 209 perkara di mana 208 perkara diajukan menggunakan e-Court. Realisasi sebesar 99,52% dan 

melebihi target 97% sehingga capaian perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025 mencapai 102,60%. 

Indikator Kinerja Utama Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persentase perkara 

perdata pada tingkat 

banding yang 

menggunakan e-Court 

Jumlah perkara perdata 

tingkat banding yang diajukan 

menggunakan e-Court 

14 9 14 19 18 14 26 7 21 30 18 18 208 

Jumlah perkara perdata 

tingkat banding yang diajukan 

14 9 14 19 18 14 26 7 22 30 18 18 209 

Tabel III.12. Jumlah Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025 

 

 

Grafik III.4. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan 

Tahun 2025 
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Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-

Court” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. 

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat 

menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 

2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di masa 

mendatang. 

 

Tahun 

Jumlah perkara perdata 

tingkat banding yang 

diajukan menggunakan 

e-Court 

Jumlah perkara 

perdata tingkat 

banding yang 

diajukan 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 208 209 97 99,52 102,60 

Tabel III.13. Perkara Perdata Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Court 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi (%) Target Jangka Menengah (%) 

Persentase perkara perdata pada tingkat 

banding yang menggunakan e-Court 

99,52 99 

Tabel III.14. Perbandingan Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court 

Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Realisasi sebesar 99,52% pada tahun pertama indikator ini diterapkan membuktikan bahwa 

pemanfaatan layanan peradilan elektronik telah menjadi standar utama untuk memperluas 

akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif, meskipun ada 

1 (satu) perkara yang tidak berhasil diajukan secara e-Court karena ada gangguan massal 

pada sistem e-Court di hari terakhir pengajuan berkas banding. Dengan pemanfaatan 

teknologi, Pengadilan Tinggi Manado memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya 

lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel. Tentu saja, keberhasilan ini diawali 

dengan penguatan kompetensi aparatur peradilan yang secara berkelanjutan untuk 

memastikan kesiapan teknis dalam mengelola administrasi perkara berbasis elektronik. 

 

Langkah konkret selanjutnya dilakukan melalui kebijakan strategis pimpinan Pengadilan 

Tinggi Manado yang mewajibkan seluruh permohonan banding perdata diarahkan melalui 

e-Court, serta mendorong pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Utara untuk secara 

konsisten menginformasikan kepada seluruh pihak berperkara untuk melengkapi dan 
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menyediakan dokumen – dokumen pendukung pada waktu yang tidak terlalu dekat dengan 

batas waktu pengajuan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding. 

 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu 

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-

Berpadu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan 

menggunakan e-Berpadu dengan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan. 

Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara 

pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan 

perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. 

 

Jumlah perkara pidana termasuk tipikor yang diajukan pada Pengadilan Tinggi Manado 

pada tahun 2025 sebanyak 171 perkara di mana 134 perkara diajukan menggunakan e-

Berpadu. Realisasi sebesar 78,36% dan melebihi target 77% sehingga capaian 

perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu tahun 2025 

mencapai 101,77%. 
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134

209

Grafik Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Tahun 2025

Jumlah perkara pidana tingkat
banding yang diajukan menggunakan
e-Berpadu

Jumlah perkara pidana tingkat
banding yang diajukan

Indikator Kinerja Utama Bulan Total 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 

Persentase 

perkara pidana 

pada tingkat 

banding yang 

menggunakan 

e-Berpadu 

Jumlah perkara pidana 

tingkat banding yang diajukan 

menggunakan e-Berpadu 

Pidana 0 1 8 6 9 8 7 17 18 11 24 11 120 134 

Tipikor 0 0 0 0 1 1 0 2 4 6 0 0 14 

Jumlah perkara pidana 

tingkat banding yang diajukan 

Pidana 15 16 8 8 10 8 7 17 18 11 25 11 154 171 

Tipikor 2 1 0 0 1 1 0 2 4 6 0 0 17 

Tabel III.15. Jumlah Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025 

 

  

                    

                Grafik III.5. Perkara Pidana Tingkat  

Banding yang Diajukan Tahun 2025 
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Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-

Berpadu” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. 

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat 

menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 

2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di masa 

mendatang. 

 

Tahun 

Jumlah perkara pidana 

tingkat banding yang 

diajukan menggunakan 

e-Berpadu 

Jumlah perkara pidana 

tingkat banding yang 

diajukan 

Target 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

2024 - - - - - 

2025 134 171 77 78,36 101,77 

Tabel III.16. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diajukan Menggunakan e-Berpadu 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi (%) Target Jangka Menengah (%) 

Persentase perkara pidana pada tingkat 

banding yang menggunakan e-Berpadu 

78,36 95 

Tabel III.17. Perbandingan Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang Menggunakan 

e-BerpaduTahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Pada tahun 2025 belum semua perkara diajukan melalui e-Berpadu dikarenakan terdapat 

kategori perkara yang secara aturan belum dapat diakomodir dalam sistem e-Berpadu pada 

tingkat banding, misalnya perkara pidana perikanan. Selain itu, penyempurnaan sistem      

e-Berpadu oleh Mahkamah Agung untuk tingkat banding baru dilakukan di sekitar bulan 

Maret tahun 2025, sehingga dari total 171 perkara, hanya 134 perkara yang diajukan upaya 

hukum banding di Pengadilan Tinggi Manado yang dapat diproses dengan e-Berpadu. 

 

Meskipun realisasi sebesar 78,36% masih terdapat gap dengan target jangka menengah 

capaian ini tetap mencatatkan performa positif: 

1. Realisasi tersebut berhasil melampaui target tahunan 2025 yang ditetapkan sebesar 

77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, pertumbuhan penggunaan e-

Berpadu tetap berada pada jalur peningkatan (on track) dan menunjukkan konsistensi 

dalam upaya digitalisasi perkara pidana di tingkat banding; dan 

2. Keberhasilan melewati ambang batas target tahunan memberikan fondasi yang kuat 

bahwa sistem digital ini mulai diadopsi secara luas oleh para pemangku kepentingan, 
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meskipun masih terdapat kendala teknis yang menghambat pencapaian angka ideal 

jangka menengah. 

 

Performa tahun 2025 adalah keberhasilan dalam skala tahunan yang akan dijadikan batu 

loncatan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2026. Pengadilan Tinggi 

Manado optimis dapat mewujudkan digitalisasi perkara pidana sesuai dengan sasaran 

jangka menengah yang telah ditetapkan. 

 

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

Sasaran ini menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat 

legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, 

dan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat menjadi prasyarat utama bagi 

tegaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berwibawa dalam sistem negara hukum 

yang demokratis. Upaya pencapaian sasaran ini diarahkan pada penguatan sistem 

pengawasan internal, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta 

penyelenggaraan layanan peradilan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Melalui 

langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Manado berupaya membangun citra lembaga 

peradilan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari 

keadilan. Kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 

Pengadilan, yang menggambarkan tingkat kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap 

mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 

 

2.1.  Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang 

Ditetapkan 

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap 

standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Persyaratan; 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 

3. Waktu penyelesaian; 

4. Biaya/tarif; 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi pelaksana; 

7. Perilaku pelaksana; 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 

9. Sarana dan prasarana. 
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Kriteria tersebut di atas menyesuaikan dengan unsur survei kepuasan masyarakat pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik 

(SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya. 

 

Target yang ditetapkan untuk Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 

Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Manado tahun 

2025 sebesar 3,6 dengan realisasi atas indikator tersebut 3,87 yang diperoleh dari total 

Indeks Kepuasan Masyarakat (Triwulan I, II, III dan IV) kemudian dibagi empat sehingga 

capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 107,43%. 

Triwulan  Indeks Kepuasan Masyarakat 

I 3,89 97,22% 

II 3,91 97,69% 

III 3,75 89,85% 

IV 3,92 97,25% 

Realisasi 3,87 95,50% 

Tabel III.18. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik III.6. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 

 

 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Indeks Kepuasan Masyarakat 3.89 3.91 3.75 3.92

Persentase Kepuasan Masyarakat 97.22% 97.69% 89.85% 97.25%

3.89 3.91
3.75

3.92

97.22% 97.69% 89.85% 97.25%

Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Kepuasan Masyarakat
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nilai Persepsi, Nilai Interval, 

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut : 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval (NI) Nilai Interval Konversi 

(NIK) 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,0644 – 3,32 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

Tabel III.19. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan 

dan Kinerja Unit Pelayanan 

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten menunjukkan 

komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang memadai. Berdasarkan evaluasi, 

indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar 

Layanan yang Ditetapkan” berhasil menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik. 

Pencapaian ini didasarkan pada pemenuhan sembilan kriteria atau unsur sesuai dengan 

standar pelayanan publik. Capaian ini juga menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Manado 

telah berhasil mengintegrasikan standar layanan yang ditetapkan ke dalam praktik sehari 

– hari. 

 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar 

Layanan yang Ditetapkan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan 

pada tahun 2025. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Manado menyertakan perbandingan 

dengan data historis tahun-tahun sebelumnya karena memiliki substansi dan karakteristik 

yang selaras indikator kinerja sebelumnya “Indeks persepsi stakeholder yang puas 

terhadap layanan peradilan”. 

 

Tahun 

Indeks Persepsi 

Stakeholder yang 

Puas Terhadap 

Layanan Peradilan 

Indeks Kepuasan Pengguna 

Layanan Pengadilan 

Berdasarkan Standar 

Layanan yang Ditetapkan 

Target  Realisasi 

(%) 

Capaian 

(%) 

2022 94,02% - 90% 94,02 104,46 

2023 93,79% - 90% 93,79 104,21 

2024 94,89% - 90% 94,89 105,43 

2025 - 3,87 3,6 3,87 107,43 

Tabel III.20. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 

dan Beberapa Tahun Terakhir 
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1. Periode 2022–2024, menggunakan skala persentase, realisasi kinerja cukup stabil 

dengan capaian kinerja selalu berada di atas 104%. Hal ini menunjukkan bahwa fondasi 

pelayanan yang sudah sangat baik; 

2. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan indeks untuk 

mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai 

kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam 

satu ukuran yang terpadu. Pengadilan Tinggi Manado berhasil meraih realisasi sebesar 

3,87 dari target 3,6 dengan capaian sebesar 107,43%; dan 

3. Capaian kinerja dari tahun ke tahun ini menunjukkan pertumbuhan signifikan. 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi Target Jangka Menengah 

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 

Pengadilan Berdasarkan Standar 

Layanan yang Ditetapkan 

3,87 3,68 

Tabel III.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Dengan realisasi sebesar 3,87 terhadap target jangka menengah 3,68, Pengadilan Tinggi 

Manado telah memposisikan diri sebagai unit pelayanan publik yang prima. Pencapaian ini 

menjadi fondasi yang kokoh untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada 

periode berikutnya, demi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga peradilan. 

 

Keberhasilan Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 

Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan 

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

didukung oleh : 

a. Penguatan Sumber Daya Manusia 

Dengan menetapkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTSP serta penunjukan Tim 

Pelaksana PTSP yang kompeten sebagai motor penggerak layanan, yang terus diasah 

dan ditingkatkan kapabilitasnya melalui pelatihan. 

b. Sistem Monitoring Terpadu 

Pembentukan Tim Penyusun Survei IKM, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta 

mekanisme survei harian untuk memantau feedback yang diberikan pengguna layanan 

secara real-time. Selain itu, tim mengumpulkan dan mengolah data survei secara 

objektif, transparan, dan terukur sebagai bahan evaluasi internal serta mengidentifikasi 

3 (tiga) unsur layanan terendah. 
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c. Budaya Kerja dan Motivasi 

Pelaksanaan briefing rutin dan pengawasan berkala, serta pemberian apresiasi melalui 

reward Petugas PTSP Terbaik secara periodik untuk memicu semangat. 

d. Aksesibilitas Instrumen 

Adanya instrumen survei yang mudah dipahami, dan dapat diakses dengan cepat oleh 

pengguna layanan. 

e. Pengambilan Keputusan Strategis 

Melaporkan seluruh hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada 

Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado sebagai landasan kebijakan dalam pengambilan 

keputusan strategis demi peningkatan layanan yang berkelanjutan. 

 

3. Sasaran Strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan 

Profesional 

Sasaran strategis ini menggambarkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk 

memperkuat tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam 

pengelolaan sumber daya. Melalui peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme 

aparatur, serta pengelolaan anggaran dan aset yang berorientasi pada hasil, Pengadilan 

Tinggi Manado berupaya menciptakan sistem manajemen yang modern dan berdaya saing. 

 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara, kriteria pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, 

Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. 

1. Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi 

pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi 

Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran. 

2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat 

pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian 

dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% 

dari keseluruhan Pengukuran. 

3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja 

yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit 

atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai 

serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan 

Pengukuran. 
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4. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang 

memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 

5% dari keseluruhan Pengukuran. 

 

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: 

a. 91 – 100 (sangat tinggi); 

b. 81 – 90 (tinggi); 

c. 71 – 80 (sedang); 

d. 61 – 70 (rendah); dan 

e. 60 ke bawah (sangat rendah). 

Melalui sinkronisasi data pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung 

dan SIASN Badan Kepegawaian Negara, Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pengadilan 

Tinggi Manado sebesar 77,33 (kategori sedang).  

 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja 

Pengadilan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 

2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum 

dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian 

tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di 

masa mendatang. 

 

Tahun 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

2025 77,33 71 77,33 108,92 

Tabel III.22. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi Target Jangka Menengah 

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 

77,33 73 

Tabel III.23. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 

2025 dengan Target Jangka Menengah 
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Dalam usaha untuk mewujudkan manajamen peradilan yang transparan dan profesional, 

Pengadilan Tinggi Manado berhasil mengelola sumber daya manusia sehingga indeks 

profesionalitas (IP) ASN berhasil mencapai angka 77,33. Pencapaian ini sangat signifikan 

karena berhasil melampaui target jangka menengah sebesar 73. 

 

Keberhasilan ini merupakan buah dari strategi integratif yang menyentuh empat dimensi 

utama profesionalitas: 

1. Optimalisasi Kualifikasi dan Kompetensi 

Pencapaian ini didorong oleh pemenuhan standar pendidikan dan pengembangan 

kompetensi, dengan mendorong seluruh ASN untuk meningkatkan Pendidikan dan 

mengikuti pelatihan baik secara kolektif maupun self-pace. 

2. Efektivitas Manajemen Kinerja 

Implementasi sasaran kinerja pegawai yang terukur telah membentuk budaya kerja yang 

produktif, terutama dengan adanya prosedur pengukuran kinerja yang menentukan 

pemberian reward dan punishment. 

3. Penegakan Disiplin yang Konsisten 

Tingginya realisasi ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan yang kuat terhadap kode 

etik dan regulasi disiplin ASN. 

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah memiliki fondasi 

dasar yang kuat dalam menata dan mengelola sumber daya manusia. Hal ini juga 

membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya untuk menjadi satuan 

kerja dengan Manajemen yang Transparan dan Profesional. Ke depannya, Pengadilan 

Tinggi Manado akan menggunakan data IP ASN untuk memetakan kesenjangan (gap) 

kompetensi, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan diklat atau pengembangan 

pendidikan bagi aparatur peradilan. 

 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas 

kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas 

perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan 

kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA dikategorikan menjadi: 

a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; 

b. baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA < 95; 

c. cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; dan 

d. kurang, apabila nilai IKPA < 70. 
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Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 

a. Revisi DIPA (10%); 

b. Penyerapan Anggaran (20%); 

c. Penyelesaian Tagihan (10%); 

d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); 

e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); 

f. Belanja Kontraktual (10%); 

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan 

h. Capaian Output (25%). 

 

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Manado berhasil memperoleh Nilai IKPA 

masing – masing 100 untuk DIPA (01) dan (03). Realisasi ini melampaui target yang telah 

ditetapkan yaitu 95 sehingga capaiannya 105,26%.  

 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 

Pengadilan” merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 

2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum 

dapat menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian 

tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di 

masa mendatang. 

 

 

Tahun 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

2025 100 95 100 105,26 

Tabel III.24. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan 

 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi Target Jangka Menengah 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

100 97 

Tabel III.25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 

2025 dengan Target Jangka Menengah 
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Nilai IKPA sebesar 100 dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan, 

menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah berhasil mengerjakan 3 (tiga) aspek 

utama kualitas anggaran: 

1. Kualitas Perencanaan: penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran 

dengan yang direncanakan dan ditetapkan. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang 

sudah disusun sangat akurat dan selaras dengan realisasi bulanan. 

2. Kualitas Pelaksanaan: penilaian terhadap kemampuan satuan kerja dalam 

merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Semua tagihan diselesaikan 

tepat waktu, pengelolaan UP (Uang Persediaan) sangat disiplin, dan data kontrak 

didaftarkan tanpa keterlambatan. 

3. Kualitas Hasil: penilaian terhadap kemampuan satuan kerja dalam pencapaian output 

sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Capaian output fisik terpenuhi selaras dengan 

penyerapan anggaran. 

 

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado (DIPA 01) meraih Peringkat 2 Satuan Kerja 

dengan Nilai IKPA Terbaik Periode s.d. Semester I Tahun 2025 dan kembali meraih 

Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik s.d. Bulan November 2025 dari Kantor 

Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Prestasi ini mencerminkan 

konsistensi Pengadilan Tinggi Manado dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan 

serta pertanggungjawaban anggaran secara tepat waktu, tertib administrasi dan 

berorientasi pada hasil. 

 

Capaian tersebut di atas tentunya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan disiplin 

dalam mengelola anggaran yang tersedia serta memahami regulasi keuangan. Terakhir, 

adanya sinergi antara Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kolaborasi aktif yang 

ditunjukkan melalui Rapat Evaluasi Anggaran dan Rencana Penarikan Dana secara 

berkala yang diikuti oleh Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Bagian 

dan Para Kepala Subbagian memastikan bahwa setiap alokasi anggaran tepat sasaran dan 

mendukung kelancaran fungsi teknis dan administrasi.  

 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran 

(NKA) dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada 

satuan kerja. NKPA berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah 

disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Nilai 

Kinerja Perencanaan Anggaran: 
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a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 

- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) 

- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) 

- Agregasi Capaian RO Satker (30%) 

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satuan kerja. 

 

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Manado memperoleh Nilai Kinerja 

Perencanaan Anggaran sebesar 100 untuk DIPA 01 dan 91,49 untuk DIPA 03.  

 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” merupakan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, laporan 

pada bagian indikator kinerja ini belum dapat menyertakan perbandingan dengan data 

historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar 

(baseline) untuk mengukur tren kinerja di masa mendatang. 

Tahun Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Target Realisasi Capaian (%) 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

2025 95,75 78 95,75 122,75 

Normalisasi Capaian 

110 

Tabel III.26. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi Target Jangka Menengah 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 95,75 91 

Tabel III.27. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

 

Pencapaian NKPA sebesar 95,75 pada tahun 2025 menjadi langkah awal yang sangat 

positif dan strategis. Bagi Pengadilan Tinggi Manado, NKPA dapat menjadi alat evaluasi 

yang objektif untuk menilai kualitas perencanaan yang telah disusun. NKPA dapat dipantau 

melalui Aplikasi Monev Kemenkeu yang menyediakan informasi berbasis data yang dapat 

dimanfaatkan untuk pembinaan dan penguatan kinerja. 

 

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang menjadi indikator kinerja baru ini sekaligus 

menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi Manado. Pemahaman pengisian data, 

keterkaitan output dan SBK serta konsistensi pelaporan menjadi fokus utama sehingga ke 
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depannya Pengadilan Tinggi Manado akan selalu berkoordinasi secara aktif dengan KPPN 

Manado untuk meningkatkan kualitas data dan pemahaman. 

 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 

Indeks pengelolaan aset merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang 

pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan 

mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. Hasil 

pengukuran indikator kinerja pengelolaan BMN juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan 

Aset (IPA) yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan evaluasi reformasi birokrasi 

general di lingkup satuan kerja. Indeks Pengelolaan Aset dikonversi ke dalam indeks 1 – 4 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Indeks 4 (Sangat Baik); 

2. Indeks 3 (Baik); 

3. Indeks 2 (Cukup); dan 

4. Indeks 1 (Buruk). 

 

Pada tahun 2025, Tim Penilai Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia menilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Manado 

sebesar 3,68. Target yang ditetapkan sebesar 3 berhasil dilampaui sehingga capaiannya 

122,67%. 

 

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Indikator kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan” 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan pada tahun 2025. 

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan pada bagian indikator kinerja ini belum dapat 

menyertakan perbandingan dengan data historis tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 

2025 ditetapkan sebagai titik acuan dasar (baseline) untuk mengukur tren kinerja di masa 

mendatang. 

Tahun Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 

Satuan Kerja Pengadilan 

Target Realisasi Capaian (%) 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

2024 - - - - 

2025 3,68 3 3,68 122,67 

Normalisasi Capaian 

110 

Tabel III.28. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 
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Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 

Indikator Realisasi Target Jangka Menengah 

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 

3,68 3,60 

Tabel III.29. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025 dengan 

Target Jangka Menengah 

 

Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan 

reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola 

pemerintahan digital yang efektif, efisien, cepat dan kolaboratif. Realisasi sebesar 3,68 

tersebut di atas menjadi langkah awal yang positif bagi Pengadilan Tinggi Manado dalam 

meningkatkan kualitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 

Keberhasilan ini didukung oleh:  

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 

2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; 

3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan 

4. Administrasi BMN yang andal. 

 

 

Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional 

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun 

saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan 

level nasional. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

425/DJU/OT1.6/II/2026 Tanggal 20 Februari 2026 Hal Data Target dan Capaian Kinerja 

Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado melakukan 

perbandingan capaian kinerja di level nasional Tahun 2025 seluruh Tingkat Banding di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
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Sumber : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dPvyXJ7AvExQdoo-0Ica7I2z7qpx7EgV/edit?gid=582143480#gid=582143480 

 

Gambar III.1. Rekapan Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dPvyXJ7AvExQdoo-0Ica7I2z7qpx7EgV/edit?gid=582143480#gid=582143480
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Pada Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, 

responsif dan modern”, Pengadilan Tinggi Manado berhasil menyelesaikan seluruh perkara 

secara tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 103,67%, melampaui target nasional. 

Seluruh pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju juga dilaksanakan tepat 

waktu, selaras dengan target nasional. Capaian atas persentase putusan yang diunggah 

ke direktori putusan sebesar 110,98%, jauh di atas target nasional, yang mencerminkan 

kepatuhan terhadap kebijakan keterbukaan informasi peradilan. 

 

Dalam hal pemanfaatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), 

Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan adaptasi teknologi yang baik dalam peradilan 

khususnya penggunaan e-Court dalam pengajuan perkara perdata pada tingkat banding, 

yang melampaui target nasional. Sebaliknya, penggunaan e-Berpadu masih memerlukan 

ruang pertumbuhan meskipun capaian sebesar 87,13% dan masih lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata – rata nasional (80,73%). 

 

Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, 

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang 

ditetapkan, Pengadilan Tinggi Manado berada di atas standar nasional 3,78, yang 

menunjukkan bahwa kualitas layanan peradilan dinilai positif oleh para pengguna layanan. 

 

Pada Sasaran Strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan 

Profesional” Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Manado 

sebesar 77,33 melampaui target nasional. Akan tetapi masih ada ruang untuk peningkatan 

kompetensi dan/atau kualifikasi pegawai. Nilai IKPA sebesar 100, berada di atas target 

nasional 93 dan lebih tinggi dari rata rata nasional, yang mencerminkan tata kelola 

anggaran yang efektif dan akuntabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta Indeks 

Pengelolaan Aset juga menunjukkan capaian di atas standar nasional, menandakan 

perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset telah dilakukan secara 

tertib dan sesuai regulasi. Bahkan secara keseluruhan, Indeks Pengelolaan Aset 

Pengadilan Tinggi Manado berada pada peringkat 2 dari 34 Pengadilan Tinggi. 

 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pemanfaatan sumber 

daya dalam suatu proses organisasi. Efisiensi sebagai upaya pemanfaatan sumber daya 

secara minimum dan tepat guna untuk mencapai hasil pelayanan hukum yang optimal. 

Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten telah mengelola sumber daya yang ada 

dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas. 
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A. Sumber Daya Manusia 

Sampai pada akhir tahun 2025 Pengadilan Tinggi Manado mempunyai sumber daya 

manusia sebanyak 66 aparatur peradilan. Pengadilan Tinggi Manado memiliki rasio yang 

cukup ideal antara Hakim Tinggi dan Apartur Peradilan lainnya. Pada tahun 2025, terjadi 

mutasi keluar 1 (satu) Hakim Tinggi, 2 (dua) Hakim Tinggi pensiun (meninggal dunia) 

sedangkan mutasi masuk sebanyak 1 (satu) Hakim Tinggi. Sedangkan panitera 

muda/panitera pengganti yang memasuki masa pensiun pada tahun 2025 sebanyak 1 

(satu) dan mutasi masuk sebanyak 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panitera Muda dan 1 (satu) 

Panitera Pengganti. 

 

Realisasi penyelesaian perkara tetap dapat dilaksanakan secara tepat waktu menunjukkan 

bahwa pemanfaatan SDM Hakim Tinggi dan Fungsional Kepaniteraan dilakukan secara 

efisien melalui pengaturan penugasan yang terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan 

tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik, secara 

konsistensi menjalankan peraturan perundang-undangan dan standar operasional 

prosedur terkait penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian 

perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Manado. Proses teknis seperti pengiriman salinan 

putusan serta pemanfaatan layanan elektronik e-Court dan e-Berpadu dilaksanakan secara 

optimal oleh SDM pada unit Kepaniteraan.  

 

Dalam hal memastikan kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Manado berjalan dengan 

baik didukung oleh Unit Kesekretariatan (Supporting Unit). Efisiensi pemanfaatan sumber 

daya manusia, untuk memastikan Nilai IKPA dan NKPA mencapai bahkan melebihi target 

yang sudah ditetapkan, terdapat KPA (Sekretaris), PPK (Fungsional APK-APBN), 

Bendahara (Pranata Keuangan APBN), PPSPM (Kepala Subbagian Keuangan dan 

Pelaporan), serta Pengelola Keuangan lainnya. Subbagian Rencana Program dan 

Anggaran memastikan penyusunan RPD pada Aplikasi SAKTI, perencanaan kinerja dan 

anggaran. Sedangkan pengelolaan aset dilaksanakan Subbagian Tata Usaha dan Rumah 

Tangga. 

 

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi memiliki peranan penting dalam 

bertanggung jawab memastikan setiap data pada Aplikasi SIKEP selalu diperbarui, 

pembaruan data tersebut mencakup riwayat jabatan, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, 

serta penilaian kinerja SDM. Pengelolaan data kepegawaian yang tertib tersebut 

mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Selain itu, peranan 

Pranata Komputer dalam tata kelola teknologi informasi, manajemen layanan TI, 

pengelolaan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, serta dukungan multimedia 
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berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional Pengadilan Tinggi Manado. 

Fungsi ini memastikan ketersediaan jaringan, keamanan data perkara, integrasi aplikasi 

peradilan, serta dukungan teknis bagi hakim dan aparatur. Secara keseluruhan, efisiensi 

sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Manado ditunjukkan oleh kemampuan 

organisasi menjaga capaian kinerja utama dengan jumlah aparatur yang tersedia. 

Penetapan uraian tugas masing – masing, pemanfaatan teknologi informasi, serta 

koordinasi antarunit yang efektif menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa setiap 

aparatur memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

 

B. Sumber Daya Anggaran 

Selain aspek sumber daya manusia, efisiensi penggunaan sumber daya anggaran penting 

dalam menjaga keberlangsungan operasional. 

Sasaran Strategis 1 

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern 

Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian 

(%) 

Normalisasi 

Capaian (%) 

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 96% 100% 104,17 104,17 

1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh 

pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju 

98% 100% 102,04 102,04 

1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori 

putusan 

97% 100% 103,09 103,09 

1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Court 

97% 99,52% 102,60 102,60 

1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang 

menggunakan e-Berpadu 

77% 78,36% 101,77 101,77 

Rata-rata capaian Indikator Kinerja 1.1 – 1.5 102,73 102,73 

Capaian kinerja keuangan DIPA (03) 167.522.000 165.240.507 98,64 

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik 

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan 

standar layanan yang ditetapkan 

3,6 3,87 107,43 107,43 

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan 

Kerja Pengadilan 

71 77,33 108,92 108,92 

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan 

Kerja Pengadilan 

95 100 105,26 105,26 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 78 95,75 122,75 110 

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 3,68 122,67 110 

Rata-rata capaian Indikator Kinerja 2.1, 3.1 – 3.4 113,40 108,32 

Capaian kinerja keuangan DIPA (01) 21.616.040.000 21.483.362.839 99,39 

Kriteria : Capaian kinerja < capaian realisasi anggaran 

Tabel III.30. Efisiensi Sumber Daya Anggaran 
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Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025 tersebut di atas, efisiensi sumber daya 

anggaran tercermin dari perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran yang 

mendukung pencapaian sasaran strategis kinerja Pengadilan Tinggi Manado. Pada DIPA 

(03) pagu anggaran sebesar 167.522.000 direalisasikan sebesar 165.240.507 atau 

98,64%. Seluruh indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 mencapai nilai rata rata 

102,73%. Sedangkan DIPA (01) dengan pagu anggaran sebesar 21.616.040.000 dan 

realisasi sebesar 21.483.362.839 atau 99,39%. Rata rata capaian indikator pada Sasaran 

Strategis 2 dan 3 mencapai 113,40% dengan normalisasi capaian 108,32%. Data ini 

menunjukkan bahwa output kinerja dapat dicapai melebihi target meskipun terdapat sisa 

anggaran, sehingga penggunaan anggaran bersifat efisien. 

 

B .  R E A L I S A S I  A N G G A R A N  

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan 

Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado dalam mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum 

kepada para pencari keadilan. Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah 

ditetapkan. Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado sangat ditunjang oleh Program 

Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA (03) dan dan Program Dukungan Manajemen 

DIPA (01). 

 

DIPA (01) 

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA 

(01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 17.183.175.000,-. Akan tetapi dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada 

di Bawah Mahkamah Agung, penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan 

tenaga PPNPN menjadi PPPK, Pengadilan Tinggi Manado memperoleh tambahan anggaran 

belanja pegawai. Adapula efisiensi anggaran serta pembukaan blokir sekaligus penarikan 

anggaran pada akun belanja perjalanan dinas. Pada akhir tahun 2025, pagu anggaran DIPA 

(01) Pengadilan Tinggi Manado sebesar 21.616.040.000,-. 
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No. Pagu Anggaran 

(Semula) 

(+/-) Pagu Anggaran 

(Menjadi) 

Keterangan 

1 17.183.175.000 1.684.440.000 18.867.615.000 Penambahan belanja pegawai  

2 18.867.615.000 554.271.000 19.421.886.000 Penambahan belanja pegawai  

3 19.421.886.000 3.902.964.000 23.324.850.000 Penambahan belanja pegawai 

dan belanja barang operasional 

4 23.324.850.000 (1.059.283.000) 22.265.567.000 Penambahan belanja pegawai 

dan penarikan belanja barang 

operasional 

5 22.265.567.000 (201.813.000) 22.063.754.000 Pembukaan blokir sekaligus 

penarikan belanja perjalanan 

dinas (524) oleh Eselon 1 

6 22.063.754.000 (447.714.000) 21.616.040.000 Penambahan belanja pegawai 

dan penarikan belanja barang 

operasional 

Pagu Anggaran (Akhir) 21.616.040.000 

Tabel III.31. Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun 2025 

 

Rincian Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Manado : 

a. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang 

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. 

b. Belanja Barang 

Belanja barang terdiri dari: 

- Belanja Barang Operasional 

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis 

pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja 

dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. 

- Belanja Barang Non Operasional 

Belanja barang non operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa yang habis 

pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan 

umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. 

c. Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya 

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain 

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. 
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No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi Anggaran Sisa (Rp) 

Rp %  

1  Belanja Gaji dan 

Tunjangan 

18.119.707.000 18.000.702.292 99,34 119.004.708 

2  Belanja Barang 

Operasional 

3.118.881.000 3.105.728.547 99,58 13.152.453 

300.000 300.000 100 0 

3  Belanja Barang Non 

Operasional 

700.000 700.000 100 0 

4  Belanja Modal 376.452.000 375.932.000 99,86 520.000 

TOTAL 21.616.040.000 21.483.362.839 99,39 132.677.161 

Tabel III.32. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (01) Tahun Anggaran 2025 

 

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2022 22.552.853.000 21.930.802.000 97,24 

2 2023 19.523.022.000 19.324.650.115 98,98 

3 2024 17.597.069.000 17.361.833.163 98,66 

4 2025 21.616.040.000 21.483.362.839 99,39 

Tabel III.33. Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 

 

 Berdasarkan data pada tabel dan grafik, 

tingkat penyerapan anggaran DIPA (01) dari 

tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif 

di mana realisasi selalu di atas 97% bahkan 

di tahun 2025, realisasi mencapai 99,39%. 

Meskipun terjadi perubahan pagu anggaran 

setiap tahunnya, Pengadilan Tinggi Manado 

telah menunjukkan komitmen dalam 

memastikan program kerja terlaksana sesuai 

dengan rencana keuangan yang telah 

ditetapkan. 

Grafik III.7. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 
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DIPA (03) 

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA 

(03) Badan Peradilan Umum Rp 236.797.000,- dan sehubungan dengan adanya pembukaan 

blokir sekaligus penarikan belanja perjalanan dinas oleh Eselon 1 maka pada akhir tahun 

2025, Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Manado menjadi Rp 167.522.000,-. Rincian Pagu 

Anggaran DIPA (03) Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Manado : 

No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi Anggaran Sisa (Rp) 

Rp %  

1  Belanja Barang Operasional 167.522.000 165.240.507 98,64 2.281.493 

Tabel III.34. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (03) Tahun Anggaran 2025 

 

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 2022 296.556.000 294.593.258 99,33 

2 2023 203.375.000 196.004.413 96,38 

3 2024 188.206.000 187.401.760 99,57 

4 2025 167.522.000 165.240.507 98,64 

Tabel III.35. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 

 

Berdasarkan data pada tabel dan grafik, 

realisasi anggaran DIPA (03) selama 

empat tahun terakhir menunjukkan kinerja 

yang sangat baik, di atas 96%. Tren 

penurunan alokasi pagu anggaran dari 

tahun ke tahun, menunjukkan adanya 

skala prioritas dan/atau efisiensi belanja 

setiap tahunnya.  

Grafik III.8. Persentase Realisasi Anggaran 

DIPA (03) Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 

Meskipun realisasi pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, 

hal ini bukan berarti penurunan kinerja penyerapan melainkan implikasi logis dari penurunan 

pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025. Pemanfaatan anggaran pada tahun 2025 

tetap maksimal karena sisa anggaran yang tidak terpakai hanya sebesar 1,36%. 
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Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi 

Manado Tahun 2025 dapat dilihat dari keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja 

utama serta realisasi kinerja yang melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian 

kinerja Pengadilan Tinggi Manado didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

dan Program Dukungan Manajemen. 

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum menjadi faktor utama keberhasilan 

Sasaran Strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, 

dan modern”.  

2. Program Dukungan Manajemen 

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan 

Tingkat Pertama berkontribusi dalam mewujudkan Sasaran Strategis “Meningkatnya 

tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” dan “Terwujudnya manajemen peradilan yang 

transparan dan profesional”. 

 

Secara spesifik, berikut beberapa hal yang menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi 

Manado dalam mencapai kinerja tahun 2025: 

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama pada 

lingkungan peradilan untuk mewujudkan good governance. Tidak hanya pada penanganan 

perkara yang memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penerapan 

sistem peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Berpadu, tata kelola internal Pengadilan 

Tinggi Manado oleh Kesekretariatan juga menggunakan teknologi informasi seperti SIKEP, 

SAKTI, Monev Keuangan, E-Sadewa, SIMAN, MyIntress dan lain – lain. 

2. Penguatan Manajemen Perkara 

Pelaksanaan rapat koordinasi percepatan penyelesaian perkara perdata, rapat teknis 

pimpinan dengan Hakim Tinggi, serta monitoring dan evaluasi rutin terhadap SIPP dan EIS, 

menunjang keberhasilan dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan 

Tinggi Manado. 

3. Optimalisasi Pelayanan Publik 

Pelatihan petugas PTSP yang bekerja sama dengan pihak eksternal (seperti BRI) menjadi 

langkah yang tepat karena sektor perbankan memiliki standar layanan yang tinggi pada 

sektor jasa sehingga pelatihan ini menambah pengetahuan petugas PTSP dalam 

memberikan layanan kepada para pengguna layanan yang hadir pada Penagdilan Tinggi 

Manado. Sedangkan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP memastikan 
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petugas PTSP berada di meja pelayanan sebelum jam layanan dimulai dan tidak 

meninggalkan tempat selama jam kerja tanpa petugas pengganti. 

4. Manajemen Anggaran dan Aset 

a. Asistensi Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) 

Koordinasi rutin dengan KPPN untuk memastikan deviasi antara rencana dan realisasi 

anggaran tetap minimal. Hal ini mencegah terjadinya penumpukan pencairan dana di 

akhir tahun. 

b. Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

c. Update Regulasi Terkini 

Mengikuti sosialisasi baik dari KPPN maupaun Kanwil DJPb terkait perubahan aturan 

teknis perbendaharaan agar tidak terjadi kesalahan administratif yang menghambat 

operasional kantor. 

5. Publikasi Layanan dan Informasi secara berkala lewat website dan media sosial. 

 

Potensi Hambatan dan Kendala 

Meskipun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2025 secara umum telah melebihi 

target yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala dan kebutuhan anggaran yang 

diidentifikasi untuk pengembangan ke depan: 

1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

Pengadilan Tinggi Manado masih memerlukan tambahan anggaran khususnya untuk 

pembangunan ruang arsip serta pengadaan perangkat alat pengolah data dan komunikasi 

dan fasilitas perkantoran. 

2. Keterbatasan Anggaran Kegiatan 

Diperlukan dukungan anggaran lebih lanjut untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis 

baik bagi unit Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. 

3. Adaptasi Indikator Baru 

Adanya indikator kinerja baru (seperti Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) menjadi 

tantangan tersendiri dalam hal pemahaman pengisian data, keterkaitan output, dan 

konsistensi pelaporan. 

4. Kesenjangan Kompetensi 

Pengadilan Tinggi Manado masih perlu memetakan kesenjangan (gap) kompetensi 

aparatur yang harus ditindaklanjuti melalui program pendidikan dan pelatihan. 
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Pada Bab III ini juga memuat Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado, sesuai arahan pada Surat 

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 November 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian 

Dokumen SAKIP. Tindak lanjut disusun dengan memperhatikan rekomendasi yang tercantum dalam Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3682/BP/PW1.1.1/IX/2025 Tanggal 08 September 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada 

Pengadilan Tinggi Manado.  

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO 

No. Rekomendasi LHE Tahun 

2024 

Permasalahan Rencana Aksi Tindak 

Lanjut 

Target Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung 

Jawab 

Status/ 

Progres 

Penyelesaian 

Keterangan 

Eviden 

A. PERENCANAAN KINERJA 

1. Agar memastikan RKT 

disusun dan ditetapkan di 

awal tahun sebelumnya atau 

sebelum penyusunan RKA. 

Dan dokumen PK diajukan 

segera setelah DIPA tahun 

berjalan diterima. 

Rencana Kinerja Tahunan tahun 

2024 ditetapkan pada tanggal 18 

Januari 2024 atau setelah 

perjanjian kinerja ditetapkan 

tanggal 10 Januari 2024. (1.a.4) 

 

Menyusun serta 

memastikan kembali 

RKT Periode Berikutnya 

disusun sebelum PKT 

disusun. 

100% November 

2025  

 

Januari 2026 

Panitera / 

Sekretaris 

Selesai https://bit.ly/tl

_akip_2024 

2. Agar memastikan setiap 

dokumen perencanaan 

disusun dan dipublikasikan 

sesuai peraturan yang 

berlaku tentang penyampaian 

dokumen SAKIP 

 

 

Karena RKT tahun 2024 

seharusnya sudah ditetapkan 

pada awal tahun 2023, maka 

seharusnya sudah 

dipublikasikan di tahun 2023 

sedang RKT baru disusun dan 

ditetapkan pada tahun 2024 

yang menyebabkan dokumen 

Melaksanakan 

penyusunan dan 

penyampaian dokumen 

SAKIP selanjutnya, 

sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

100% Februari 2026 Panitera / 

Sekretaris 

Selesai https://bit.ly/tl

_akip_2024 

https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
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RKT tidak dipublikasikan tepat 

waktu berdasarkan surat 

SEKMA No. 

4107/SEK/OT1.6/12/2023 

tentang penyampaian dokumen 

SAKIP. (1.b.2) 

C. PELAPORAN KINERJA 

1. Agar dokumen LKjIP yang 

disusun memperhatikan 

sistematika penyusunan yang 

sesuai dengan standar yang 

tertuang dalam Peraturan 

Menteri PAN RB Nomor 53 

Tahun 2014. 

LKjIP sudah disusun namun 

belum sesuai standar. Dokumen 

LKjIP yang disampaikan pada 

BAB III belum sesuai sistematika 

yang tertuang dalam Permenpan 

53 tahun 2014. Untuk setiap 

pernyataan kinerja (indikator) 

sasaran strategis tersebut 

dilakukan analisis capaian 

kinerja 

Melaksanakan 

penyusunan dokumen 

LKjIP Tahun 2025 yang 

sesuai dengan standar 

yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri PAN 

RB Nomor 53 Tahun 

2014 

100% Januari – 

Februari 2026 

Panitera / 

Sekretaris 

Selesai https://bit.ly/tl

_akip_2024 

2. Agar tim pereviu LKjIP lebih 

teliti dalam melaksanakan 

reviu dan memastikan bahwa 

laporan kinerja telah sesuai 

dengan Permenpan 53 tahun 

2014.  

Laporan kinerja telah direviu 

sesuai dengan laporan 

pernyataan telah direviu 

tertanggal 26 Februari 2025. Tim 

reviu LKjIP agar lebih teliti dalam 

melaksanakan reviu. Masih 

ditemukan kesalahan 

pencantuman target pada 

perbandingan realisasi dengan 

Melaksanakan reviu 

dokumen LKjIP Tahun 

2025 yang sesuai 

dengan standar yang 

tertuang dalam 

Peraturan Menteri PAN 

RB Nomor 53 Tahun 

2014 

100%  Januari – 

Februari 2026 

Panitera / 

Sekretaris 

Selesai https://bit.ly/tl

_akip_2024 

https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
https://bit.ly/tl_akip_2024
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target jangka menengah pada 

LKjIP PT Manado tahun 2024 

(hal 32). (3.a.4) 

3. Agar pengisian data dan 

informasi Laporan Kinerja 

memperhatikan sumber data 

seperti Reviu Renstra, Reviu 

IKU, Reviu PKT, Reviu RKT, 

dsb. 

Laporan Kinerja telah 

menginfokan perbandingan 

realisasi kinerja dengan target 

jangka menengah namun 

terhadap target jangka 

menengah yang tertuang dalam 

bab III LKJIP PT Manado, tidak 

sesuai dengan target yang 

tertera pada Renstra PT Manado 

2020-2024. Contoh: target 

Persentase Perkara Perdata 

yang Diselesaikan Tepat Waktu 

pada renstra sebesar 95% 

namun pada data di bab 3, 

perbandingan realisasi kinerja 

dengan target jangka menengah, 

target tersebut 90%. (3.b.4). 

Melaksanakan 

penyusunan dan reviu 

dokumen LKjIP Tahun 

2025 yang sesuai 

dengan standar yang 

tertuang dalam 

Peraturan Menteri PAN 

RB Nomor 53 Tahun 

2014 

100%  Januari – 

Februari 2026 

Panitera / 

Sekretaris 

Selesai https://bit.ly/tl

_akip_2024 

Tabel III.36. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado 

Dengan selesainya seluruh tindak lanjut ini, Pengadilan Tinggi Manado diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan AKIP secara 

berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. 
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A .  K E S I M P U L A N  

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian 

kinerja yang konsisten dan terukur pada seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh indikator kinerja utama 

pada tiga sasaran strategis berhasil melampaui target, baik pada aspek teknis yudisial, 

pelayanan publik, maupun tata kelola manajemen peradilan. 

 

Pada sasaran “terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan 

modern”, Realisasi penyelesaian perkara secara tepat waktu, pengiriman salinan putusan 

pada Pengadilan Pengaju dan pengunggahan putusan pada direktori putusan mencapai 100 

persen dengan total 383 perkara yang diselesaikan secara tepat waktu. Kinerja terkait 

pemanfaatan sistem e-Court dan e-Berpadu juga menunjukkan capaian di atas target. Hal ini 

mencerminkan efektivitas sistem manajemen perkara, optimalisasi pemanfaatan teknologi 

informasi, serta pengawasan berjenjang yang berjalan secara konsisten. 

 

Pada sasaran “meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik”, Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan Pengadilan mencapai nilai 3,87 dari target 3,6 atau setara dengan capaian 

107,43 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa standar pelayanan, perilaku aparatur, 

mekanisme pengaduan, serta sarana dan prasarana telah memenuhi harapan pengguna 

layanan secara nyata. 

 

Pada sasaran “terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional”, seluruh 

indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Profesionalitas ASN sebesar 

77,33, Nilai IKPA sebesar 100, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 95,75, dan Nilai Indikator 

Pengelolaan Aset mencapai 3,68. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia, anggaran, dan aset telah dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan efektif. 

 

Setelah dilakukan normalisasi sesuai ketentuan yang berlaku, Nilai Kinerja Organisasi tercatat 

sebesar 94,97 persen dengan predikat Baik. Secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Tinggi 

Manado Tahun 2025 mencerminkan kesiapan Pengadilan Tinggi Manado dalam memasuki 

periode awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, serta menunjukkan fondasi yang kuat 

dalam mendukung transformasi peradilan, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

 

Dalam hal pencapaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan 

Urusan Administrasi sebesar 99,39%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum 

sebesar 98,64%. 
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Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan capaian kinerja yang tertuang secara transparan 

dan akuntabel dapat menjadi acuan atau patokan dalam pencapaian kinerja di tahun-tahun 

berikutnya.  

 

B .  R E K O M E N D A S I  

Untuk melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Manado 

maka : 

1. Pengadilan Tinggi Manado perlu mempertahankan konsistensi pengelolaan perkara secara 

tepat waktu dengan memperkuat Susunan Majelis Hakim, Manajemen Beban Kerja Hakim 

Tinggi serta monitoring berbasis data melalui SIPP dan EIS agar realisasi 100 persen dapat 

dijaga secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. 

2. Optimalisasi pemanfaatan sistem peradilan elektronik perlu terus ditingkatkan, khususnya 

pada penggunaan e-Berpadu. 

3. Pengembangan kompetensi aparatur peradilan perlu dilanjutkan melalui perencanaan 

pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan hasil evaluasi IP ASN, 

termasuk peningkatan kualitas pelatihan, penilaian kinerja individu, dan penguatan disiplin 

kerja. 

4. Pengelolaan anggaran dan aset yang telah menunjukkan kinerja sangat baik perlu 

diarahkan pada peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, dengan memastikan keterkaitan 

yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

5. Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, 

Pengadilan Tinggi Manado perlu menjaga kesinambungan komitmen integritas melalui 

penguatan pengendalian internal, transparansi informasi publik, serta internalisasi nilai anti 

korupsi dalam seluruh proses kerja. 

6. Setelah memperoleh predikat Unggul pada Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul 

dan Tangguh (AMPUH) tahun 2025, Pengadilan Tinggi Manado perlu mengarahkan 

Program AMPUH ini sebagai pengendalian mutu yang berkelanjutan bukan sekadar 

pemenuhan persyaratan asesmen, di mana pengelolaan dokumen AMPUH perlu 

ditingkatkan dari aspek kualitas bukan hanya kelengkapan. 
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Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 1 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

0 21,483,362,839 132,677,16199.39 %JUMLAH SELURUHNYA 19,920,271,032 1,563,091,80721,616,040,000

Program Dukungan Manajemen 21,483,362,839 132,677,16121,616,040,000 99.39 %WA 19,920,271,032 1,563,091,8070

WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 375,932,000 520,000376,452,000 99.86 %363,500,000 12,432,0000

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 375,932,000 520,000376,452,000 99.86 %363,500,000 12,432,0000

EBB.951 Layanan Sarana Internal 375,932,000 520,000376,452,000 99.86 %363,500,000 12,432,0000

051 Pengadaan kendaraan bermotor 363,500,000 0363,500,000 100.00363,500,000 00

051.0A PENGADAAN KENDARAAN DINAS 363,500,000 0363,500,000 100.00363,500,000 00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 363,500,000 0363,500,000 100.00363,500,000 00

000001. Kendaraan Roda 4 0363,500,000 100.00363,500,000363,500,000 00

052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 12,432,000 520,00012,952,000 95.99 %0 12,432,0000

052.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 12,432,000 520,00012,952,000 95.99 %0 12,432,0000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12,432,000 520,00012,952,000 95.99 %0 12,432,0000

000187. Kamera Konferensi 520,00012,952,000 95.99 %12,432,0000 12,432,0000

WA.6986
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat
Banding dan Tingkat Pertama

21,107,430,839 132,157,16121,239,588,000 99.38 %19,556,771,032 1,550,659,8070

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 21,107,130,839 132,157,16121,239,288,000 99.38 %19,556,471,032 1,550,659,8070

EBA.962 Layanan Umum 700,000 0700,000 100.00700,000 00

051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan 700,000 0700,000 100.00700,000 00

051.0A PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN EKSTRAKOMPTABEL 700,000 0700,000 100.00700,000 00

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 700,000 0700,000 100.00700,000 00

000155. Printer 0700,000 100.00700,000700,000 00

EBA.994 Layanan Perkantoran 21,106,430,839 132,157,16121,238,588,000 99.38 %19,555,771,032 1,550,659,8070

001 Gaji dan Tunjangan 18,000,702,292 119,004,70818,119,707,000 99.34 %16,699,132,809 1,301,569,4830

001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 18,000,702,292 119,004,70818,119,707,000 99.34 %16,699,132,809 1,301,569,4830

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3,446,534,560 5,291,4403,451,826,000 99.85 %3,194,747,360 251,787,2000

000002. Belanja Gaji Pokok PNS 5,290,9602,974,350,000 99.82 %2,969,059,0402,717,271,840 251,787,2000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 2 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 40239,019,000 100.00239,018,960239,018,960 00

000004. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 440238,457,000 100.00238,456,560238,456,560 00

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37,314 1,68639,000 95.68 %34,940 2,3740

000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,27833,000 96.13 %31,72229,348 2,3740

000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 2563,000 91.47 %2,7442,744 00

000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1523,000 94.93 %2,8482,848 00

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 232,556,284 146,716232,703,000 99.94 %216,131,132 16,425,1520

000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 114,866200,200,000 99.94 %200,085,134183,659,982 16,425,1520

000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 71016,203,000 100.0016,202,29016,202,290 00

000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 31,14016,300,000 99.81 %16,268,86016,268,860 00

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 44,975,286 590,71445,566,000 98.70 %41,610,382 3,364,9040

000011. Belanja Tunj.Anak PNS 589,73239,497,000 98.51 %38,907,26835,542,364 3,364,9040

000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 743,031,000 100.003,030,9263,030,926 00

000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 9083,038,000 99.97 %3,037,0923,037,092 00

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 94,410,000 094,410,000 100.0087,705,000 6,705,0000

000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS 081,000,000 100.0081,000,00074,295,000 6,705,0000

000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 06,705,000 100.006,705,0006,705,000 00

000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14) 06,705,000 100.006,705,0006,705,000 00

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 158,250,000 10,000158,260,000 99.99 %144,760,000 13,490,0000

000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS 10,000138,860,000 99.99 %138,850,000125,360,000 13,490,0000

000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 09,700,000 100.009,700,0009,700,000 00

000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 09,700,000 100.009,700,0009,700,000 00

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 33,745,113 1,067,88734,813,000 96.93 %22,197,066 11,548,0470

000020. Belanja Tunjangan PPh PNS 1,066,93617,000,000 93.72 %15,933,0644,385,017 11,548,0470

000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 2139,003,000 100.009,002,7879,002,787 00

000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 7388,810,000 99.99 %8,809,2628,809,262 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 3 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 121,955,280 539,720122,495,000 99.56 %113,120,040 8,835,2400

000023. Belanja Tunj Beras PNS 539,720122,495,000 99.56 %121,955,280113,120,040 8,835,2400

511129 Belanja Uang Makan PNS 437,235,000 5,025,000442,260,000 98.86 %363,265,000 73,970,0000

000024. Belanja Uang Makan PNS 5,025,000442,260,000 98.86 %437,235,000363,265,000 73,970,0000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 33,935,000 740,00034,675,000 97.87 %31,540,000 2,395,0000

000025. Belanja Tunjangan Umum PNS 740,00030,430,000 97.57 %29,690,00027,295,000 2,395,0000

000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 02,030,000 100.002,030,0002,030,000 00

000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 02,215,000 100.002,215,0002,215,000 00

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 244,350,000 0244,350,000 100.00222,750,000 21,600,0000

000028. Tunjangan Kemahalan Hakim 0244,350,000 100.00244,350,000222,750,000 21,600,0000

511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 709,500,000 0709,500,000 100.00659,500,000 50,000,0000

000029. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc Tipikor 0600,000,000 100.00600,000,000550,000,000 50,000,0000

000030. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc ( THR dan gaji ke-13)
0109,500,000 100.00109,500,000109,500,000 00

511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 2,302,129,416 98,081,5842,400,211,000 95.91 %2,234,953,126 67,176,2900

000160. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 14) 64,189250,700,000 99.97 %250,635,811250,635,811 00

000161. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (gaji ke 13) 535259,546,000 100.00259,545,465259,545,465 00

000162. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara 98,016,8601,889,965,000 94.81 %1,791,948,1401,724,771,850 67,176,2900

511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 9,855,100,000 6,710,0009,861,810,000 99.93 %9,137,400,000 717,700,0000

000157. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke
13)

0708,600,000 100.00708,600,000708,600,000 00

000158. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (gaji ke
14)

0690,000,000 100.00690,000,000690,000,000 00

000159. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 6,710,0008,463,210,000 99.92 %8,456,500,0007,738,800,000 717,700,0000

511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 193,130,800 2,200193,133,000 100.00160,714,900 32,415,9000

000031. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13) 8006,408,000 99.99 %6,407,2006,407,200 00

000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14) 8006,408,000 99.99 %6,407,2006,407,200 00

000033. Belanja Gaji Pokok PPPK 600180,317,000 100.00180,316,400147,900,500 32,415,9000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 4 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4,751 2,2497,000 67.87 %3,821 9300

000034. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14) 9041,000 9.60 %9696 00

000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) 9041,000 9.60 %9696 00

000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4415,000 91.18 %4,5593,629 9300

511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 10,799,560 39,44010,839,000 99.64 %8,893,010 1,906,5500

000037. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14) 640321,000 99.80 %320,360320,360 00

000038. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13) 640321,000 99.80 %320,360320,360 00

000039. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK 38,16010,197,000 99.63 %10,158,8408,252,290 1,906,5500

511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 3,003,568 7,4323,011,000 99.75 %2,570,012 433,5560

000040. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14) 856129,000 99.34 %128,144128,144 00

000041. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13) 856129,000 99.34 %128,144128,144 00

000042. Belanja Tunj. Anak PPPK 5,7202,753,000 99.79 %2,747,2802,313,724 433,5560

511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14,840,000 014,840,000 100.0013,780,000 1,060,0000

000043. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14) 01,060,000 100.001,060,0001,060,000 00

000044. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13) 01,060,000 100.001,060,0001,060,000 00

000045. Belanja Tunj. Fungsional PPPK 012,720,000 100.0012,720,00011,660,000 1,060,0000

511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11,442,360 64011,443,000 99.99 %9,487,020 1,955,3400

000046. Belanja Tunj. Beras PPPK 64011,443,000 99.99 %11,442,3609,487,020 1,955,3400

511628 Belanja Uang Makan PPPK 45,548,000 748,00046,296,000 98.38 %28,555,000 16,993,0000

000047. Belanja Uang Makan PPPK 748,00046,296,000 98.38 %45,548,00028,555,000 16,993,0000

511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 7,220,000 07,220,000 100.005,415,000 1,805,0000

000183. Belanja Tunjangan Umum PPPK 07,220,000 100.007,220,0005,415,000 1,805,0000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3,105,728,547 13,152,4533,118,881,000 99.58 %2,856,638,223 249,090,3240

002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 1,039,000,676 1,640,3241,040,641,000 99.84 %920,986,384 118,014,2920

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 928,594,973 1,606,027930,201,000 99.83 %817,976,741 110,618,2320

000048. Keperluan Rumah Tangga Kantor 1,171,97957,132,000 97.95 %55,960,02153,511,361 2,448,6600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 5 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000049. Jasa Outsourcing Kebersihan dan Keamanan Kawasan
Pengadilan Terpadu Manado

187,614388,752,000 99.95 %388,564,386323,803,522 64,760,8640

000050. Jamuan Tamu 48,92735,553,000 99.86 %35,504,07328,143,863 7,360,2100

000051. Satpam 067,824,000 100.0067,824,00067,824,000 00

000052. THR Satpam 08,478,000 100.008,478,0008,478,000 00

000053. Pengemudi 0135,648,000 100.00135,648,000135,648,000 00

000054. THR Pengemudi 016,956,000 100.0016,956,00016,956,000 00

000055. Pramubhakti 0123,328,000 100.00123,328,000123,328,000 00

000056. THR Pramubhakti 015,416,000 100.0015,416,00015,416,000 00

000057. Air Minum Galon Untuk Ruang Tamu
Terbuka/PTSP/Pimpinan/Pegawai

196,0076,804,000 97.12 %6,607,9934,867,995 1,739,9980

000165. Jasa Outsourcing Keamanan Gedung Kantor Lama 060,000,000 100.0060,000,00040,000,000 20,000,0000

000191. Jasa Kebersihan 1,50014,310,000 99.99 %14,308,5000 14,308,5000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2,775,000 25,0002,800,000 99.11 %2,775,000 00

000058. Spanduk/Banner 25,0002,800,000 99.11 %2,775,0002,775,000 00

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 107,630,703 9,297107,640,000 99.99 %100,234,643 7,396,0600

000059. Keperluan Sehari-hari kantor 9,297107,640,000 99.99 %107,630,703100,234,643 7,396,0600

002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA 864,130,516 8,162,484872,293,000 99.06 %835,760,456 28,370,0600

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 186,289,776 3,563,224189,853,000 98.12 %158,008,916 28,280,8600

000060. Langganan Internet 3,526,238185,580,000 98.10 %182,053,762153,772,902 28,280,8600

000061. Lisensi Video Conference 12,6563,150,000 99.60 %3,137,3443,137,344 00

000163. Langganan Canva Pro 1,000770,000 99.87 %769,000769,000 00

000164. Langganan Cloud Storage 23,330353,000 93.39 %329,670329,670 00

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 13,292,540 4,507,46017,800,000 74.68 %13,225,540 67,0000

000062. Biaya Pengiriman Surat 4,507,46017,800,000 74.68 %13,292,54013,225,540 67,0000

522112 Belanja Langganan Telepon 244,200 55,800300,000 81.40 %222,000 22,2000

000063. Langganan Telepon 55,800300,000 81.40 %244,200222,000 22,2000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 6 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

522141 Belanja Sewa 664,304,000 36,000664,340,000 99.99 %664,304,000 00

000064. Sewa Mesin Fotocopy 36,000658,140,000 99.99 %658,104,000658,104,000 00

000065. Sewa Web Hosting 06,200,000 100.006,200,0006,200,000 00

002.0C PEMELIHARAAN KANTOR 764,849,838 1,656,162766,506,000 99.78 %720,805,676 44,044,1620

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 360,182,515 154,485360,337,000 99.96 %351,817,240 8,365,2750

000066. Pemeliharaan gedung kantor baru 97,785285,063,000 99.97 %284,965,215276,599,940 8,365,2750

000067. Pemeliharaan gedung kantor lama 2,10041,616,000 99.99 %41,613,90041,613,900 00

000068. Halaman gedung kantor 40,60010,630,000 99.62 %10,589,40010,589,400 00

000166. Pemeliharaan Pos Jaga Pengadilan Terpadu (1) 04,396,000 100.004,396,0004,396,000 00

000167. Pemeliharaan Pos Jaga Pengadilan Terpadu (2) 04,082,000 100.004,082,0004,082,000 00

000168. Pemeliharaan Pagar Pengadilan Terpadu 14,00014,550,000 99.90 %14,536,00014,536,000 00

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 165,370,575 4,425165,375,000 100.00165,370,575 00

000069. Rumah Dinas (11 unit) 4,425165,375,000 100.00165,370,575165,370,575 00

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 239,296,748 1,497,252240,794,000 99.38 %203,617,861 35,678,8870

000070. Kendaraan Bermotor Roda 4 4,38695,500,000 100.0095,495,61488,495,991 6,999,6230

000071. Genset 73,19616,000,000 99.54 %15,926,80410,543,304 5,383,5000

000072. BBM untuk Kendaraan Pinjam Pakai dari Pemprov Sulut
556,41623,410,000 97.62 %22,853,58421,213,170 1,640,4140

000073. BBM untuk Kendaraan Dinas Sewa dari Biro Umum 715,09148,300,000 98.52 %47,584,90942,780,359 4,804,5500

000074. BBM Sewa Haice 6132,252,000 99.97 %2,251,3872,251,387 00

000075. Kendaraan Bermotor Roda 2 80,00080,000 0.00 %00 00

000076. PC 05,840,000 100.005,840,0005,840,000 00

000077. Laptop/Notebook 52,2005,700,000 99.08 %5,647,8005,647,800 00

000078. Printer 2,0002,602,000 99.92 %2,600,0002,600,000 00

000079. AC Split 1,10012,200,000 99.99 %12,198,90012,198,900 00

000080. AC Standing 3,0503,050,000 99.90 %3,046,9503,046,950 00

000081. Bahan Bakar Genset 010,000,000 100.0010,000,0009,000,000 1,000,0000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 7 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000192. AC Central 9,20015,860,000 99.94 %15,850,8000 15,850,8000

002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 137,199,951 49137,200,000 100.00123,439,951 13,760,0000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 54,639,951 4954,640,000 100.0054,639,951 00

000082. Pakaian Dinas CPNS 0850,000 100.00850,000850,000 00

000083. Pakaian Dinas PPPK 01,700,000 100.001,700,0001,700,000 00

000084. Pakaian Dinas Hakim 1312,750,000 100.0012,749,98712,749,987 00

000085. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim 2933,150,000 100.0033,149,97133,149,971 00

000086. Pakaian Dinas untuk PPNPN 76,190,000 100.006,189,9936,189,993 00

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 82,560,000 082,560,000 100.0068,800,000 13,760,0000

000088. Honor Kuasa Pengguna Anggaran 021,600,000 100.0021,600,00018,000,000 3,600,0000

000089. Honor Pejabat Pembuat Komitmen 021,000,000 100.0021,000,00017,500,000 3,500,0000

000090. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
(PPSPM)

09,000,000 100.009,000,0007,500,000 1,500,0000

000091. Honor Bendahara Pengeluaran 07,920,000 100.007,920,0006,600,000 1,320,0000

000092. Honor Staf Pengelola Keuangan 011,760,000 100.0011,760,0009,800,000 1,960,0000

000093. Honor Pengelola PNBP 03,600,000 100.003,600,0003,000,000 600,0000

000094. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat
Korwil)

04,800,000 100.004,800,0004,000,000 800,0000

000095. Honor Pengurus/Penyimpan BMN 02,880,000 100.002,880,0002,400,000 480,0000

002.0E Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Ad Hoc 116,280,000 0116,280,000 100.00116,280,000 00

522141 Belanja Sewa 116,280,000 0116,280,000 100.00116,280,000 00

000096. Bantuan Sewa Rumah Dinas 0116,280,000 100.00116,280,000116,280,000 00

002.0F PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 4,000,000 04,000,000 100.004,000,000 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 4,000,000 04,000,000 100.004,000,000 00

000097. Jasa Rohaniawan 04,000,000 100.004,000,0004,000,000 00

002.0G KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT PERTAMA 174,867,566 1,693,434176,561,000 99.04 %129,965,756 44,901,8100

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 161,067,566 1,683,434162,751,000 98.97 %116,165,756 44,901,8100

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 8 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000099. Uang Harian 5,0005,000 0.00 %00 00

000101. Transpot Riil 136,6603,709,000 96.32 %3,572,3402,209,000 1,363,3400

000102. Penginapan 580,16628,100,000 97.94 %27,519,83419,199,834 8,320,0000

000103. Tiket 892,55869,113,000 98.71 %68,220,44241,691,972 26,528,4700

000104. Uang Harian 023,320,000 100.0023,320,00015,370,000 7,950,0000

000105. Uang Representasi 5,0005,000 0.00 %00 00

000109. Transpot Riil 01,000,000 100.001,000,0001,000,000 00

000110. Uang Harian (PN Tondano) 01,850,000 100.001,850,0001,110,000 740,0000

000111. Uang Representasi (PN Tondano) 4,0004,000 0.00 %00 00

000112. Sopir (PN Tondano) 0150,000 100.00150,000150,000 00

000114. Uang Harian (PN Bitung) 01,110,000 100.001,110,0001,110,000 00

000115. Uang Representasi (PN Bitung) 4,0004,000 0.00 %00 00

000116. Sopir (PN Bitung) 0150,000 100.00150,000150,000 00

000118. Uang Harian (PN Amurang) 02,590,000 100.002,590,0002,590,000 00

000119. Uang Representasi (PN Amurang) 5,0005,000 0.00 %00 00

000120. Penginapan 5,0005,000 0.00 %00 00

000121. Sopir (PN Amurang) 0750,000 100.00750,000750,000 00

000123. Uang Harian (PN Airmadidi) 01,110,000 100.001,110,0001,110,000 00

000124. Uang Representasi (PN Airmadidi) 5,0005,000 0.00 %00 00

000125. Sopir (PN Airmadidi) 0150,000 100.00150,000150,000 00

000127. Uang Harian (PN Kotamobagu) 01,480,000 100.001,480,0001,480,000 00

000128. Uang Representasi (PN Kotamobagu) 5,0005,000 0.00 %00 00

000129. Sopir (PN Kotamobagu) 0300,000 100.00300,000300,000 00

000130. Uang Penginapan Pimpinan (PN Kotamobagu) 0800,000 100.00800,000800,000 00

000131. Tiket 3205,765,000 99.99 %5,764,6805,764,680 00

000132. Uang Penginapan (PN Kotamobagu) 5,000880,000 99.43 %875,000875,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 9 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000134. Uang Harian (PN Tahuna) 03,700,000 100.003,700,0003,700,000 00

000135. Uang Representasi (PN Tahuna) 5,0005,000 0.00 %00 00

000136. Uang Penginapan Pimpinan (PN Tahuna) 0800,000 100.00800,000800,000 00

000137. Uang Penginapan (PN Tahuna) 02,400,000 100.002,400,0002,400,000 00

000138. Tiket PP (PN Tahuna) 5002,944,000 99.98 %2,943,5002,943,500 00

000140. Uang Harian (PN Melonguane) 03,700,000 100.003,700,0003,700,000 00

000141. Uang Representasi (PN Melonguane) 5,0005,000 0.00 %00 00

000142. Uang Harian 5,0005,000 0.00 %00 00

000143. Uang Penginapan Pimpinan (PN Melonguane) 0420,000 100.00420,000420,000 00

000144. Uang Penginapan (PN Melonguane) 01,680,000 100.001,680,0001,680,000 00

000145. Tiket PP (PN Melonguane) 2304,712,000 100.004,711,7704,711,770 00

000147. Transpot Riil 5,0005,000 0.00 %00 00

000148. Penginapan 5,0005,000 0.00 %00 00

000149. Tiket 5,0005,000 0.00 %00 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,800,000 10,00013,810,000 99.93 %13,800,000 00

000150. Uang Saku Pengawasan PN Manado 01,200,000 100.001,200,0001,200,000 00

000151. Uang Representasi Pengawasan PN Manado 5,0005,000 0.00 %00 00

000152. Transport Lokal 012,600,000 100.0012,600,00012,600,000 00

000153. Transport Lokal Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan SAIBA 5,0005,000 0.00 %00 00

002.0H KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL 5,400,000 05,400,000 100.005,400,000 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,400,000 05,400,000 100.005,400,000 00

000154. Transport Lokal 05,400,000 100.005,400,0005,400,000 00

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 300,000 0300,000 100.00300,000 00

EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 300,000 0300,000 100.00300,000 00

051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 300,000 0300,000 100.00300,000 00

051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi 300,000 0300,000 100.00300,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099312

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 10 dari 10

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

01Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

521211 Belanja Bahan 300,000 0300,000 100.00300,000 00

000156. Penjilidan Dokumen SAKIP 0300,000 100.00300,000300,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099313

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 1 dari 3

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

03Unit Organisasi Ditjen Badan Peradilan Umum

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

0 165,240,507 2,281,49398.64 %JUMLAH SELURUHNYA 152,540,757 12,699,750167,522,000

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 165,240,507 2,281,493167,522,000 98.64 %BF 152,540,757 12,699,7500

BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 165,240,507 2,281,493167,522,000 98.64 %152,540,757 12,699,7500

AEA Koordinasi 94,159,220 115,78094,275,000 99.88 %86,090,470 8,068,7500

AEA.001
Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan
Peradilan Umum

69,159,220 115,78069,275,000 99.83 %61,090,470 8,068,7500

052 Dukungan Penyelesaian Perkara 69,159,220 115,78069,275,000 99.83 %61,090,470 8,068,7500

052.0A
Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding

69,159,220 115,78069,275,000 99.83 %61,090,470 8,068,7500

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67,659,220 115,78067,775,000 99.83 %60,190,470 7,468,7500

000004. Uang Harian (PN Airmadidi) 03,700,000 100.003,700,0003,700,000 00

000005. Uang Sopir (PN Airmadidi) 0300,000 100.00300,000300,000 00

000007. Uang Harian (PN Kotamobagu) 03,700,000 100.003,700,0003,700,000 00

000008. Uang Sopir (PN Kotamobagu) 0300,000 100.00300,000300,000 00

000009. Uang Penginapan (PN Kotamobagu) 02,815,000 100.002,815,0002,815,000 00

000011. Uang Harian (PN Tahuna) 30,0004,470,000 99.33 %4,440,0004,440,000 00

000012. Tiket (PN Tahuna) 4,5003,010,000 99.85 %3,005,5003,005,500 00

000013. Uang Harian (PN Tondano) 04,070,000 100.004,070,0003,700,000 370,0000

000014. Uang Penginapan (PN Tahuna) 05,400,000 100.005,400,0005,400,000 00

000016. Uang Harian (PN Melonguane) 30,0004,470,000 99.33 %4,440,0004,440,000 00

000017. Uang Penginapan (PN Melonguane) 03,780,000 100.003,780,0003,780,000 00

000018. Tiket (PN Melonguane) 1,2304,713,000 99.97 %4,711,7704,711,770 00

000020. Konsultasi DIPA 03 50,05016,367,000 99.69 %16,316,95011,598,200 4,718,7500

000021. Uang Sopir (PN Tondano) 0750,000 100.00750,000300,000 450,0000

000023. Uang Harian (PN Bitung) 05,180,000 100.005,180,0003,700,000 1,480,0000

000024. Uang Sopir (PN Bitung) 0750,000 100.00750,000300,000 450,0000

000026. Uang Harian (PN Amurang) 03,700,000 100.003,700,0003,700,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099313

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 2 dari 3

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

03Unit Organisasi Ditjen Badan Peradilan Umum

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000027. Uang Sopir (PN Amurang) 0300,000 100.00300,000300,000 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000 01,500,000 100.00900,000 600,0000

000029. Uang Harian 01,500,000 100.001,500,000900,000 600,0000

AEA.003
Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan
Umum

25,000,000 025,000,000 100.0025,000,000 00

051 Pelaksanaan Koordinasi 25,000,000 025,000,000 100.0025,000,000 00

051.0A Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata 25,000,000 025,000,000 100.0025,000,000 00

521211 Belanja Bahan 25,000,000 025,000,000 100.0025,000,000 00

000001. Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara
Perdata

025,000,000 100.0025,000,00025,000,000 00

BCA Perkara Hukum Perseorangan 71,081,287 2,165,71373,247,000 97.04 %66,450,287 4,631,0000

BCA.U06
Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah

59,109,127 1,288,87360,398,000 97.87 %54,886,127 4,223,0000

051 Pengiriman surat penahanan. 12,694,907 105,09312,800,000 99.18 %12,142,407 552,5000

051.0A TANPA SUB KOMPONEN 12,694,907 105,09312,800,000 99.18 %12,142,407 552,5000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12,694,907 105,09312,800,000 99.18 %12,142,407 552,5000

000034. Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan/Penetapan
Penahanan

105,09312,800,000 99.18 %12,694,90712,142,407 552,5000

052 Pencatatan register perkara banding 33,146,700 1,30033,148,000 100.0032,712,700 434,0000

052.0A TANPA SUB KOMPONEN 33,146,700 1,30033,148,000 100.0032,712,700 434,0000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 33,146,700 1,30033,148,000 100.0032,712,700 434,0000

000035. Alat Tulis kantor 1,30033,148,000 100.0033,146,70032,712,700 434,0000

053
Pemberitahuan registrasi berkas perkara banding ke pengadilan pengaju

7,900,000 10,0007,910,000 99.87 %6,300,000 1,600,0000

053.0A TANPA SUB KOMPONEN 7,900,000 10,0007,910,000 99.87 %6,300,000 1,600,0000

521211 Belanja Bahan 7,900,000 10,0007,910,000 99.87 %6,300,000 1,600,0000

000036. Penjilidan Berkas Perkara 10,0007,910,000 99.87 %7,900,0006,300,000 1,600,0000

054 Minutasi 5,367,520 1,172,4806,540,000 82.07 %3,731,020 1,636,5000

054.0A TANPA SUB KOMPONEN 5,367,520 1,172,4806,540,000 82.07 %3,731,020 1,636,5000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,367,520 1,172,4806,540,000 82.07 %3,731,020 1,636,5000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

099313

Realisasi TA 2025

%

PENGADILAN TINGGI MANADO

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 3 dari 3

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

03Unit Organisasi Ditjen Badan Peradilan Umum

005Kementerian : MAHKAMAH AGUNG

Pagu Revisi

000037. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju 1,172,4806,540,000 82.07 %5,367,5203,731,020 1,636,5000

BCA.U07
Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah
Tengah

11,972,160 876,84012,849,000 93.18 %11,564,160 408,0000

051 Pengiriman surat penahanan. 1,003,400 356,6001,360,000 73.78 %1,003,400 00

051.0A TANPA SUB KOMPONEN 1,003,400 356,6001,360,000 73.78 %1,003,400 00

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,003,400 356,6001,360,000 73.78 %1,003,400 00

000030. Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan/Penetapan
Penahanan

356,6001,360,000 73.78 %1,003,4001,003,400 00

052 Pencatatan register perkara banding 7,200,500 19,5007,220,000 99.73 %6,792,500 408,0000

052.0A TANPA SUB KOMPONEN 7,200,500 19,5007,220,000 99.73 %6,792,500 408,0000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,200,500 19,5007,220,000 99.73 %6,792,500 408,0000

000031. Alat Tulis Kantor 19,5007,220,000 99.73 %7,200,5006,792,500 408,0000

053
Pemberitahuan registrasi berkas perkara banding ke pengadilan pengaju

2,850,000 02,850,000 100.002,850,000 00

053.0A TANPA SUB KOMPONEN 2,850,000 02,850,000 100.002,850,000 00

521211 Belanja Bahan 2,850,000 02,850,000 100.002,850,000 00

000032. Penjilidan Berkas Perkara 02,850,000 100.002,850,0002,850,000 00

054 Minutasi 918,260 500,7401,419,000 64.71 %918,260 00

054.0A TANPA SUB KOMPONEN 918,260 500,7401,419,000 64.71 %918,260 00

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 918,260 500,7401,419,000 64.71 %918,260 00

000033. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju 500,7401,419,000 64.71 %918,260918,260 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir


